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MOTTO

A. Pelajarilah Al Qur'an Dan Ajarkan Kepada Orang-orang Dan Pelajarilah Ilmu
Faraidh Serta Ajarkan Kepada Orang-orang. Karena Saya Adalah Orang Yang
Bakal Terenggut ( Mati), Sedangkan Ilimu Itu Akan Diangkat. Hampir-hampir Saja
Dua Orang Bertengkar Tentang Pembagian Pusaka, Maka Mereka Berdua Tidak
Menemukan Seorangpun Yang Sanggup Menfatwakanmya Kepada Mereka.
( Diriwayatkan Oleh Ahmad, An-Nas'I , dan Ad-Daruquthny). *

B. Pelajarilah Faraidh Dan Ajarkan Kepada Manusia. Karena Faraidh Adalah
Separo Dari llmu Dan Akan Dilupakan. Faraidhlah llmu Yang Pertama Kali
Dicabut Dari Umatku.(Diriwayatkan Oleh Ibnu Majah dan Ad-Daruquthny). **

*). Sayid Sabiq, 14, 1998:238.

**). Drs Muhammad Anwar Bc Hk, Faraidl Hukum Waris Dalam Islam, Al
Ikhlas, Surabaya.
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RINGKASAN

Pewarisan sebagai proses penerusan dan pengoperan harta kekayaan
keluarga kepada anak—anak mereka pada umumnya memakai tata cara yang
beragam. Pluralisme pembentukan sistem pembagian harta warisan disebabkan
karena pembentukan hukum waris nasional belum tercapai, oleh karena itu sering
terjadi permasalahan seputar pembagian harta warisan yang nantinya akan
menyebabkan renggangnya hubungan kekerabatan didasarkan pada kenyataan
bahwa mayoritas penduduk Indonesia beragama Islam, maka dalam pembagian
harta warisanpun hendaknya menggunakan hukum waris Islam, sehingga
didasarkan pada pentingnya pengetahuan pembagian warisan menurut hukum
waris Islam maka penulis mengambil judul “KEDUDUKAN ANAK KANDUNG
DAN ANAK TIRI DALAM PEMBANGIAN WARISAN MENURUT HUKUM
WARIS ISLAM (Studi Kasus Putusan Pengadilan Agama Nomor 1884/ Pdt. G/
2003/ PA. Jr)”.

Permasalahan yang diambil dalam skripsi ini yaitu mengenai kewenangan
Pengadilan Agama dalam memutus masalah kewarisan, bagaimana kekuatan
mengikat putusan tersebut dan upaya hukum yang dapat dilakukan apabila ada
pihak yang menolak isi putusan. Ruang lingkup bahasan dari skripsi ini yaitu
bidang ilmu hukum waris Islam.

Tujuan umum penulisan skripsi ini yaitu untuk melengkapi tugas dan
syarat mémperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Jember.
Sedangkan tujuan khususnya adalah untuk mengkaji dan menganalisis serta
mempelajari putusan Pengadilan Agama Nomor Jember 1884/ Pdt. G/ 2003/ PA.
Jr mengenai pembagian warisan menurut hukum waris Islam.

Penulis menggunakan metode pendekatan kasus ( case approach). Bahan
hukum yang dikumpulkan antara lain yaitu surat putusan Pengadilan Agama
Jember Nomor 1884/ Pdt.G/ 2003/ PA.Jr, surat sita jaminan oleh Pengadilan
Agama Jember tanggal 18 September 2003, surat Eksekusi oleh Pengadilan
Agama Jember tanggal 2 Pebruari 2005. Bahan hukum yang terkumpul kemudian
dianalisis dengan metode preskriptif.

Xiil
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Berdasarkan penulisan skripsi ini dapat disimpulkan bahwa kewenangan
mutlak pengadilan agama memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara bagi
orang Islam itu adalah kewenangan absolut. Kekuatan putusan hakim Pengadilan
Agama itu adalah mengikat semua pihak yang terkait dan harus dilaksanakan
sesuai dengan isi putusan, namun dalam pelaksanaannya itu tidak serta-merta
akan tetapi diserahkan kembali kepada para pihak untuk membuat kesepakatan
diluar putusan hakim. Apabila ada pihak yang menolak isi putusan ia dapat
mengajukan upaya hukum untuk melawan putusan diantaranya verzet, banding,
kasasi, derden verzet dan peninjauan kembali.

Disarankan sebaiknya para hakim lebih berhati-hati dalam memberi
putusan agar putusannya itu dapat dijadikan pedoman hukum yang benar. Dengan
adanya kekuatan mengikat maka putusan itu hendaknya dijalankan sebaik—
baiknya dan penuh tanggung jawab. Jika ada upaya hukum maka prosesnya
haruslah lebih terbuka dan tidak berbelit-belit.
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1.1

BAB 1. PENDAHULUAN

Latar Belakang

Manusia hidup di dunia ini sifatnya hanya sementara saja, hal ini
disadari bahwa setiap manusia akan meninggal dunia seperti yang telah
ditakdirkan dan terjadi pada setiap makhluk ciptaan-Nya. Manusia yang
meninggal dunia tidak mempengaruhi secara radikal proses penerusan dan
pengoperan harta benda yang ditinggalkan pewaris.

Dalam kondisi proses penerusan dan pengoperan harta kekayaan
keluarga kepada anak-anak mereka tersebut, terjadilah proses pewarisan.
Pewarisan itu pada umumnya memakai tata cara yang beragam. Sistem
pembagian harta warisan pada setiap keluarga sampai saat ini masih
pluralisme, karena pembentukan hukum waris nasional belum tercapai dan
pada tempatnya menurut hak-hak kebendaan (warisan) tidak lagi dibedakan
antara hak pria dan wanita. Artinya hak pria dan wanita dalam pembagian
warisan diperlakukan asas persamaan hak, namun secara positif tidak
berlaku efektif.

Sering mendengar terjadinya permasalahan seputar pembagian harta
warisan yang tidak jarang pula bermuara pada renggangnya hubungan
kekerabatan. Hal ini dikarenakan minimnya pengetahuan masyarakat
tentang waris itu sendiri, bagaimana cara pembagiannya, hukum apa yang
hendak diterapkan, dan bagaimana penyelesaiannya bila timbul sengketa.

Harta kekayaan keluarga sebagai harta peninggalan tidak merupakan
suatu kumpulan atau kesatuan harta benda yang semacam atau seasal. Oleh
karena itu, maka pelaksanaan pembagiannya kepada para ahli waris yang
berkepentingan tidak dapat begitu saja dilakukan melainkan wajib
diperhatikan sepenuhnya sifat (macam), asal, dan kedudukan hukum dari
barang-barang yang ditinggalkan.

Kedudukan anak kandung dari si pewaris merupakan golongan ahli

waris utama asal perkawinan orang tuanya adalah perkawinan sah. Namun
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1.2

kemungkinan dalam suatu keluarga terdapat anak kandung seayah tetapi lain
Ibu. Kesemuanya dari mereka tetap golongan ahli waris utama. Hal seperti
inilah yang menjadi pemicu timbulnya masalah perkara kewarisan.

Penduduk Indonesia yang mayoritas beragama Islam, maka sudah
sewajarnya konsisten terhadap ajaran agama Islam termasuk dalam hal ini
adalah pembagian warisan menurut hukum Islam. Jadi dalam rangka
penegakan hukum Islam khususnya dalam pembagian warisan yang
menggunakan hukum waris Islam diperlukan adanya sebuah lembaga yang
mampu memberikan keadilan khususnya bagi rakyat pencari keadilan yang
beragama Islam mengenai perkara tertentu (Pasal 2 Undang-undang Nomor
3 tahun 2006 tentang Peradilan Agama) dimana hal ini merupakan hak
personalitas secara implisit yang berlaku bagi warga negara Indonesia yang
beragama Islam. Pengadilan Agama diharapkan mampu memeriksa,
memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama dibidang
perkawinan, kewarisan, wasiat, dan hibah serta wakaf dan sadaqah
berdasarkan hukum Islam.

Hukum waris Islam sangat penting untuk dipelajari dan dipahami,
sebagai pengembangan dari teori dan praktek, maka penulis disini ingin
memberikan kontribusi tentang pembagian warisan menurut hukum waris
Islam. Hal inilah yang membuat penulis memilih judul skripsi
“KEDUDUKAN ANAK KANDUNG DAN ANAK TIRI DALAM
PEMBAGIAN WARISAN MENURUT HUKUM WARIS ISLAM”. (Studi
Kasus Putusan Pengadilan Agama Jember Nomor 1884/Pdt.G/2003/PA.Jr).

Rumusan Masalah

Berdasar uraian diatas maka rumusan masalah yang akan dikaji adalah:

1. Apakah Pengadilan Agama berwenang menetapkan pembagian harta
warisan?

2. Bagaimana kekuatan mengikat putusan Pengadilan Agama yang

menetapkan pembagian warisan antara anak kandung dan anak tiri?
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3. Upaya hukum apa saja yang dapat dilakukan apabila ada ahli waris yang
tidak menerima hasil putusan?

1.3 Ruang Lingkup

Suatu karya tulis yang merupakan karya ilmiah sangat diperlukan
adanya batasan ruang lingkup yang merupakan inti suatu pokok bahasan.
Pembahasan ini mempunyai tujuan untuk menghindari kekaburan nilai
ilmiah dari suatu tulisan.

Adanya ruang lingkup dari skripsi ini adalah bidang ilmu hukum
keperdataan waris Islam khususnya mengenai masalah kedudukan anak
kandung dan anak tiri dalam pembagian warisan menurut hukum waris
Islam (studi kasus Putusan Pengadilan Agama Jember Nomor
1884/Pdt.G/2003/PA Jr).

1.4  Tujuan Penulisan

1.4.1 Tujuan Umum

1. Untuk melengkapi tugas dan Syarat-syarat guna mencapai gelar sarjana
hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember.

2. Untuk melatih diri dalam rangka mengembangkan dan membuat suatu
analisa terhadap suatu permasalahan dalam bentuk legal memorandum
yang dapat menjadi dasar penulisan pada masa yang akan datang

3. Agar dapat memberikan manfaat baik kepada banyak pihak yang

mempunyai kepentingan dengan permasalahan sebagaimana yang

dibahas dalam skripsi ini.

1.4.2 Tujuan Khusus
Tujuan yang ingin dicapai adalah -
I. Untuk mengetahui apakah pengadilan agama itu berwenang dalam

memutus perkara mengenai pembagian warisan.
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2. Untuk mengetahui kekuatan mengikat putusan Pengadilan Agama yang
memutus pembagian hak waris antara anak kandung dan anak tiri.
3. Untuk mengetahui upaya hukum yang dapat dilakukan apabila ada ahli

waris yang tidak menerima isi putusan.

1.5. Metode Penulisan
Sebagai suatu karya ilmiah maka metode penulisan yang digunakan
oleh penulis yaitu :

1.5.1 Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah yang digunakan oleh penulis dalam skripsi ini
yaitu pendekatan penelitian kasus (case approach) serta pendekatan yuridis
normatif. Pendekatan yuridis normatif merupakan pendekatan masalah
dengan melakukan kajian terhadap peraturan perundang-undangan. Dalam
pendekatan kasus (case approach) yang harus dipahami adalah ratio
decidendi yaitu alasan-alasan hukum yang digunakan oleh hakim untuk
sampai kepada putusannya. Ratio decidendi inilah yang menunjukkan
bahwa ilmu hukum merupakan ilmu yang bersifat preskriptif, bukan
deskriptif . (Peter Mahmud Marzuki, 2005 : 119).

1.5.2 Sumber Bahan Hukum

Sumber-sumber bahan penelitian hukum dapat dibedakan menjadi
bahan-bahan hukum primer dan bahan-bahan hukum sekunder. Adapun
bahan hukum yang digunakan penulis dalam penulisan skripsi ini sebagai
berikut :
a. Bahan-bahan hukum primer

Bahan hukum primer merupakan hukum yang bersifat autoritatif
artinya mempunyai otoritas. Bahan hukum primer dalam penulisan skripsi
ini terdiri dari perundang-undangan yang terdiri dari: HIR, Rbg, UU Nomor
20 tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan, UU Nomor 7 tahun 1989 tentang
Peradilan Agama, UU Nomor 4 tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman,
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UU Nomor 5 tahun 2004 tentang Mahkamah Agung, UU Nomor 3 tahun
2006 tentang Peradilan Agama, Kompilasi Hukum Islam, dan Keputusan
Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 154 tahun 1991 tentang
pelaksanaan Instruksi Presiden Nomor 1 tahun 1991 ; Putusan Pengadilan
Agama Nomor 1884/Pdt.G/2003/PA.Jr, sita jaminan oleh Pengadilan
Agama Jember tanggal 18 September 2003; surat eksekusi oleh Pengadilan
Agama Jember tanggal 2 Pebruari 2005.
b. Bahan-bahan hukum sekunder

Bahan-bahan hukum sekunder berupa semua publikasi tentang hukum
yang bukan merupakan dokumen resmi. Bahan-bahan hukum sekunder
dalam penulisan skripsi ini merupakan buku-buku teks yang berkaitan
dengan pembagian harta warisan menurut hukum waris islam,
(Peter Mahmud Marzuki, 2005 : 141).

1.5.3 Metode pengumpulan bahan hukum
Penulis menggunakan pendekatan kasus (case approach) dalam
skripsi ini. Bahan-bahan hukum yang dikumpulkan adalah Putusan
Pengadilan Agama Jember Nomor 1884/Pdt.G/2003/PA.Jr, sita jaminan
oleh Pengadilan Agama Jember tanggal 18 September 2003 dan surat
eksekusi oleh Pengadilan Agama Jember tanggal 2 Pebruari 2005 serta
wawancara dengan Abdus Salam hakim Pengadilan Agama Jember yang

dilakukan pada tanggal 10 Mei 2006 dan tanggal 31 Mei 2006.

1.5.4 Analisis Bahan Hukum
Sebelum melakukan analisis, pertama-tama penulis melakukan
langkah-langkah dalam penelitian hukum yaitu :
1. mengidentifikasi fakta hukum dan mengeliminir hal-hal yang tidak
relevan untuk menetapkan isu hukum yang hendak dipecahkan,
2. Pengumpulan bahan-bahan hukum dan sekiranya dipandang mempunyai

relevansi juga bahan-bahan non hukum;
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3. melakukan telaah atas isu hukum yang diajukan berdasarkan bahan-
bahan yang telah dikumpulkan,

4. menarik kesimpulan dalam bentuk argumentasi yang menjawab isu
hukum,;

5. memberikan preskripsi berdasarkan argumentasi yang telah dibangun di
dalam kesimpulan. (Peter Mahmud Marzuki, 2005 : 171).

Bahan-bahan yang terkumpul kemudian disusun secara sistematis dan
terarah serta dianalisis dengan metode preskriptif. lmu hukum yang bersifat
preskriptif mempelajari tujuan hukum, nilai-nilai keadilan, validitas aturan
hukum, konsep-konsep hukum, dan norma-norma aturan hukum. Sifat
preskriptif ilmu hukum merupakan sesuatu yang substansial, misalnya
perbincangan mengenai makna hukum di dalam hidup bermasyarakat.
(Peter Mahmud Marzuki, 2005 : 22).
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BAB 2. FAKTA, DASAR HUKUM, DAN LANDASAN TEORI

Fakta
Pihak-pihak yang berperkara

Pihak-pihak yang berperkara dalam sengketa gugat waris Nomor
1884/ Pdt.G.2003/ PA.Jr adalah :

Penggugat

Asmi alias Bu Lipawi binti Pak Marhawi Samidin, umur 60 tahun,
Agama Islam, pekerjaan Tani, terakhir bertempat tinggal di Karangkebun,
Desa Sumberlesung, Kecamatan Ledokombo, Kabupaten Jember. Dalam
hal ini diwakili oleh kuasanya yaitu Sutrisno Pak Sudi sebagaimana surat
kuasa khusus tertanggal 4 September 2003.

Tergugat

Juman alias H. Nur Hasyim bin Pak Marhawi Samidin, umur 50
tahun, Agama Islam, pekerjaan Tani, terakhir bertempat tinggal di Dusun
Padasan, Desa Sumber Bulus, Kecamatan Ledokombo, Kabupaten
Jember.

Tentang Duduk Perkaranya

Bahwa di Desa Sumber Bulus, Kecamatan Ledokombo,
Kabupaten Jember pernah hidup pasangan suami istri yaitu Pak Marhawi
Samidin dengan Bu Juwani.

Bu Juwani meninggal tahun 1965 dan Pak Marhawi Samidin
meninggal tahun 1970. Dari perkawinan antara Pak Marhawi Samidin
dengan Bu Juwani telah dikaruniai dua orang anak yaitu :

a. Marhawi, yang pada umur 3 tahun sudah meninggal dunia lebih
dulu dari orang tuanya,
b. Asmi Bu Lipawi, masih hidup dan dalam hal ini sebagai

Penggugat.

Setelah Bu Juwani meninggal dunia Pak Marhawi Samidin

menikah lagi dengan Bu Buna yang pada tahun 1980 juga telah meninggal
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dunia. Pasangan suami istri ini dikaruniai satu orang anak yang bernama :
Juman alias H.Nur Hasyim yang dalam hal ini sebagai Tergugat.

Semasa hidupnya pasangan suami istri Pak Marhawi Samidin
dengan Bu Juwani meninggalkan harta benda yang merupakan harta gono-
gini berupa:

1. Sebidang tanah yang terletak di Desa Sumber lesung, Kecamatan
Ledokombo, Kabupaten Jember seluas 3300 M2 Persil 51 SII petok C
Nomor 1646 atas nama Pak Marhawi Samidin.

Tanah sawah tersebut dikuasai oleh Asmi Bu Lipawi, dan dalam sengketa
ini disebut sebagai tanah sengketa I;

2. Sebidang tanah darat yang terletak di Desa Sumber Lesung, Kecamatan
Ledokombo , Kabupaten Jember, seluas 1340 M2 Persil 36 DII Petok C
nomor 1433 atas nama Pak Marhawi Samidin.

Tanah tersebut saat ini dikuasai oleh Asmi Bu Lipawi, dan dalam sengketa
ini disebut sebagai tanah sengketa II;

3. Sebidang tanah sawah yang terletak di Desa Sumber Lesung, Kecamatan
Ledokombo, Kabupaten Jember, seluas 530 M2, Persil 311, S 1I Petok C
Nomor 1685 Atas nama Pak Marhawi Samidin.

Pada saat ini dikuasai oleh Juman alias HNur Hasyim, dan dalam
sengketa ini disebut sebagai tanah sengketa III;

4. Sebidang tanah darat yang terletak di Desa Sumber Lesung, Kecamatan
Ledokombo, Kabupaten Jember, seluas 15.730 M2 Persil 123 f Nomor
748 D 1V, atas nama Pak Marhawi Samidin. Tanah sengketa IV ini
dikuasai oleh Juman alias H Nur Hasyim dan telah dijual.

Bahwa karena tanah sengketa IV diatas telah dijual kepada orang lain oleh
Tergugat maka Penggugat mohon diganti dengan tanah milik pribadi
Tergugat diluar harta peninggalan diatas yakni :

Sebidang tanah sawah yang terletak di Desa SumberLesung, Kecamatan
Ledokombo, Kabupaten Jember, seluas 1580 M2 nomor SPPT (NOP)
35.09.230.003.000-2595.7 tahun 2003 nama wajib pajak Pak Asin Djuman
Petok C 2595 Persil 222.



http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/

Bahwa dari harta peninggalan gono-gini suami istri Pak Marhawi
Samidin dengan Bu Juwani diatas semestinya harus dibagi dua yakni
separuh harta itu untuk Pak Marhawi Samidin dan separuh lainnya untuk
Bu Juwani.

Tanah sengketa Il dan tanah sengketa IV yang telah dikuasai oleh
Tergugat adalah melebihi dari bagian Tergugat yang hanya mewaris dari
harta peninggalan Pak Marhawi Samidin. Atas dasar hal-hal tersebut
Penggugat mengajukan gugatan. Adapun gugatan dari Penggugat yaitu :

a. Menetapkan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah ahli waris dari
almarhum Pak Marhawi Samidin, dan Penggugat adalah ahli waris
dari Bu Juwanti;

b. Menetapkan bagian gono-gini dari almarhum Pak Marhawi
Samidin dan Bu Juwani;

c. Menetapkan bagian masing-masing ahli waris dari almarhum Pak
Marhawi Samidin yakni Penggugat dan Tergugat,

Pemeriksaan di Persidangan

Pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Tergugat tidak pernah
hadir di persidangan walaupun kepadanya telah dilakukan pemanggilan
secara resmi dan patut sebagaimana ternyata dalam berita acara
pemanggilan (relaas). Ketidak hadiran Tergugat tidak disebabkan oleh
suatu halangan yang sah. Sedangkan pihak Penggugat senantiasa hadir di
persidangan dan tetap berteguh pada gugatan aquo.

Tentang Hukumnya

Berdasarkan proses pemeriksaan dipersidangan telah dapat
dibuktikan bahwa :

a. Bahwa Tergugat telah dipanggil secara patut namun tidak hadir,
maka berdasarkan pasal 125 HIR perkara tesebut dapat diputus
secara verstek;

b. Bahwa telah dibuktikan Penggugat dan Tergugat adalah anak
kandung dari pewaris (Pak Marhawi Samidin) dari Ibu yang
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berbeda maka berdasarkan pasal 174 ayat 1 huruf A Kompilasi
Hukum Islam dapat dinyatakan sebagai ahli warisnya,

c. Berdasarkan pasal 96 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam, maka oleh
karena itu harta gono-gini antara Pak Marhawi Samidin dengan Bu
Juwani harus dibagi menjadi dua terlebih dahulu , baru setelah itu
dapat dibagi hak warisnya kepada ahli waris masing-masing;

d. Atas tanah sengketa IV itu bukan merupakan sengketa waris
namun sebagai sengketa milik yang menjadi kewenangan dalam
lingkungan Peradilan Umum (vide pasal 50 Undang-undang
nomor 7 tahun 1989);

Hakim Pengadilan Agama Jember selanjutnya memutus sebagai

berikut :

1.

Menyatakan, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara patut, tidak
hadir;
Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian dengan verstek;
Menetapkan sebagai hukum bahwa Penggugat (Asmi alias Bu Lipawi
binti Pak Marhawi Samidin) dan Tergugat (Juman alias H.Nur Hasyim bin
Pak Marhawi Samidin) adalah ahli waris dari almarhum Pak Marhawi
Samidin, dan Penggugat adalah ahli waris dari Bu juwani,
Menetapkan sebagai hukum bahwa tanah sengketa I, II, dan III adalah
harta gono-gini sekaligus sebagai harta firkah dari almarhum pak Marhawi
Samidin dengan almarhumah Bu Juwani yang belum dibagi waris,
Menetapkan sebagai hukum bahwa Penggugat dan Tergugat masing-
masing memperoleh bagian 1:2 atau harta tirkah bagian almarhum Pak
Marhawi Samidin yaitu :
a. Untuk Penggugat sebesar 1/6 bagian dari obyek sengketa I, II, dan
111,
b. Untuk Tergugat sebesar 2/6 bagian dari obyek sengketa I, I, dan
1L
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Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk menyerahkan tanah sengketa
yang berada dalam penguasaannya (tanah sengketa LII dan III) kepada
Tergugat maupun Penggugat sesuai bagian masing-masing;

Menyatakan gugatan Penggugat untuk selebihnya ditolak dan tidak dapat

diterima.

Dasar Hukum
Dasar hukum yang digunakan dalam pembahasan skripsi ini adalah:
Landasan Syari’ah yaitu Al-Qur’an dan Al-Hadits.

Al-Qur’an:
a) Al-Qu’ran Surat An-Nisa ayat 7
Yang terjemahannya sebagai berikut :

“Bagi orang laki —laki ada hak bagian dari harta peninggalan Ibu
Bapaknya dan kerabatnya, dan bagi wanita ada hak bagian (pula) dari
harta peninggalan Ibu Bapak dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak
menurut bagian yang telah ditetapkan”.

b) Al-Qur’an Surat An-Nisa ayat 11
Yang terjemahannya sebagai berikut

“Allah mensyariatkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-
anakmu yaitu : bagian seorang anak laki-laki sama dengan bagian dua
anak perempuan, dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua,
maka bagian mereka 2/3 dari harta yang ditinggalkan, jika anak
perempuan itu seorang saja, maka ia memperoleh separuh harta. Dan
untuk dua orang Ibu bapak, masing-masingnya 1/6 dari harta yang
ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak, jika orang yang
meninggal itu tidak mempunyai anak, dan ia diwarisi oleh Ibu Bapaknya
(saja) maka Ibunya mendapat 1/3, jika yang meninggal itu mempunyai
beberapa saudara, maka Ibunya mendapat 1/6 (pembagian-pembagian
tersebut diatas) sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau (dan) sesudah
dibayar hutangnya (tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak
mengetahui siapa diantara mereka yang lebih dekat (banyak) manfaatnya
bagimu.ini adalah ketetapan dari Allah. Sesungguhnya Allah Maha
Mengetahui lagi Bijaksana”.
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¢) Al-Qur’an Surat An-Nisa ayat 12
Yang terjemahannya sebagai berikut :

“Dan bagimu (suami-suami) 1/2 dari harta yang ditinggalkan oleh istri-
istrimu, jika mereka tidak mempunyai anak. Jika mereka mempunyai anak,
maka kamu mendapat 1/4 dari harta yang ditinggalkannya sesudah
dipenuhi wasiat yang mereka buat atau (dan) sesudah dibayar
hutangnya...para Istri memperoleh 1/4 harta yang kamu tinggalkan jika
kamu tidak mempunyai anak. Jika kamu mempunyai anak, maka para istri
memperoleh 1/8 dari harta yang kamu tinggalkan sesudah dipenuhi wasiat
atau (dan) sesudah dibayar hutang-hutangmu.. jika seseorang mati baik
laki-laki atau perempuan yang tidak meninggalkan Ayah dan tidak
meninggalkan anak, tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki (seibu
saja) atau seorang saudara perempuan (seibu saja) maka bagian masing-
masing dari kedua jenis saudara itu 1/6 harta. Tetapi jika saudara-saudara
seibu itu lebih dari seorang, maka mereka bersekutu dalam yang 1/3 itu,
sesudah dipenuhi wasiat yang dibuat olehnya atau sesudah dibayar
hutangnya dengan tidak memberi mudlarat (kepada ahli waris). (Allah
menetapkan yang demikian itu sebagai) syariat yang benar-benar dari
Allah. Dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Penyantun”.

d) Al-Qur’an Surat Al-Anfal ayat 75
Yang terjemahannya sebagai berikut :

“Dan orang-orang yang mempunyai hubungan darah satu sama lain lebih
berhak (waris mewarisi) didalam Kitab Allah. Sesungguhnya Allah atas
segala sesuatu Maha Mengetahui .

2) Al-Hadits

a. Hadits dari Ibnu Abbas ra, ia berkata, bersabda Rasulullah SAW.
“serahkanlah pembagian warisan itu kepada ahlinya, bila ada yang
tersisa, maka berikanlah kepada keluarga laki-laki terdekat”.
(Hadits disepakati oleh Imam Bukhori dan Imam Muslim).
(Muhammad Machfuddin Aladip: 479)

b. Hadits dari Ibnu Mas’ud ra, ia berkata tentang anak perempuan,
cucu perempuan, dan saudara perempuan, maka Rasulullah SAW
menghukumi bagi anak perempuan separuh bagian, cucu
perempuan dari anak laki-laki 1/6 bagian dan sebagai pelengkap
dan 1/3, dan sisanya untuk saudara perempuan (Hadits
diriwayatkan oleh Imam Bukhori). (Muhammad Machfuddin
Aladip: 480)

¢. Ibnu Jarir telah meriwayatkan dari Ibnu Abbas ra, ia berkata
“Ketika ayat Faraidl yang berisi tentang pembagian warisan untuk

anak laki-laki, anak perempuan, dan orang tua (Ibu Bapak)
sebagian orang membencinya dan menyatakan - “Istri diberi 1/4
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dan 1/8, anak perempuan diberi 1/2, anak laki-laki yang masih
kecil juga diberi, padahal tidak ada seorang pun diantara mereka
yang mampu memerangi suatu kaum dan tidak mampu pula untuk
memperoleh rampasan masa bodohlah terhadap berita ini supaya
Rasulullah melupakannya atau kita menyuruh dia menggantinya”.
Maka mereka berkata: “wahai Rasulullah, apakah kami akan
memberi warisan kepada anak-anak yang masih kecil padahal dia
tidak memberikan manfaat sama sekali; apakah kami akan
memberika warisan kepada anak perempuan yang masih kecil 1/2
bagian dari apa-apa yang ditinggalkan bapaknya, padahal ia tidak
bisa menunggang kuda dan tidak mampu memerangi suatu kaum”.

2. Landasan Perundang-undangan.

1. Undang-undang Nomor 4 tahun 2004 tentang Kekuasaan
Kehakiman.

1. Pasal 2.

Penyelenggaraan kekuasaan kehakiman sebagaimana dimaksud
dalam pasal 1 dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan
peradilan di bawahnya dalam lingkungan peradilan Umum,
peradilan Agama, peradilan Militer, peradilan Tata Usaha
Negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.

2. Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 tentang Peradilan Agama.

1. Pasal 2:
Peradilan agama adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman
bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam mengenai
perkara tertentu sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang
ini.

2. Pasal 49:

Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa,
memutus, dan menyelesaikan perkara—perkara di tingkat
pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang:
perkawinan;

waris;

wasiat;

hibah;

wakaf’

o a0 o
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zakat;

infaq;

shadaqah; dan
ekonomi syari’ah.

Dalam hal terjadi sengketa hak milik atau keperdataan
lain dalam perkara sebagaimana dimaksud dalam pasal
49, khusus mengenai obyek sengketa tersebut harus
diputus lebih dahulu oleh Pengadilan dalam
lingkungan Peradilan Umum,;

Apabila terjadi sengketa hak milik sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) yang subyek hukumnya antara
orang-orang yang beragama Islam, obyek sengketa
tersebut diputus oleh Pengadilan Agama bersama-
sama perkara sebagaimana dimaksud dalam pasal 49.

3. Kompilasi Hukum Islam

1. Pasal 85

Adanya harta bersama dalam perkawinan itu tidak menutup

kemungkinan adanya harta milik masing-masing suami atau

istri.

2. Pasal 87

1.

Harta bawaan dari masing —masing suami dan istri
dan harta yang diperoleh masing-masing sebagai
hadiah atau warisan adalah dibawah penguasaan
masing-masing, sepanjang para pihak tidak
menentukan lain dalam perjanjian perkawinan;

Suami dan istri mempunyai hak sepenuhnya untuk
melakukan perbuatan hukum atas harta masing —
masing berupa hibah, sadagah atau lainnya.

3. Pasal 96 ayat (1)

Apabila terjadi cerai mati, maka separuh harta bersama

menjadi hak pasangan yang hidup lebih lama.
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4. Pasal 174 ayat (1)

Kelompok —kelompok ahli waris terdiri dari:
a. Menurut hubungan darah:
1. Golongan laki-laki terdiri dari: Ayah, anak laki-laki, saudara
laki-laki, Paman , dan Kakek.
2. Golongan perempuan Terdiri dari: Ibu, anak perempuan,
saudara perempuan, dan Nenek.
b. Menurut hubungan perkawinan terdiri dari: Duda atau janda.
S. Pasal 176

Anak Perempuan bila hanya seorang ia mendapat separuh
bagian, bila dua orang atau lebih mereka bersama —sama
mendapat dua pertiga bagian, dan apabila anak perempuan
bersama-sama dengan anak laki-laki, maka bagian anak laki-laki
adalah dua berbanding satu dengan anak perempuan.

4. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 154 tahun
1991 tentang pelaksanaan Intruksi Presiden Indonesia nomor 1

tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.

Landasan Teori

Pengertian Hukum Waris Islam

Tidak dapat dipungkiri bahwa Hukum Waris Islam bagi seorang
muslim mempunyai kedudukan yang utama dibandingkan hukum waris
lainnya, sebab sudah jelas Hukum Waris Islam tersebut telah di Syariatkan
dalam Al-Qur’an dan Al-Hadits. Adapun pengertian kata Waris itu sendiri
yaitu berasal dari bahasa arab “Al-Miiraats” yang merupakan bentuk
masdar dari kata :Waratsa-Yaritsu-Irtsan-Wamiiratsan- (Muhammad Ali
Ash Shabuniy 1995:48) kata “Miiraats” menurut bahasa adalah
berpindahnya sesuatu dari seseorang kepada orang lain, atau dari suatu
kaum kepada kaum lain. Sesuatu ini bersifat umum, bisa berupa harta,
ilmu, keluhuran, atau kemuliaan. Sedang menurut istilah, waris adalah
berpindahnya hak milik dari mayit kepada ahli warisnya yang hidup, baik
yang ditinggalkan itu berupa harta, kebun, dan ilmu. Jadi pengertian
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hukum waris islam itu sendiri berdasarkan kesimpulan penulis yaitu proses
penerusan harta atau berpindahnya harta dari si mayit (pewaris) kepada
ahli warisnya yang masih hidup, baik yang ditinggalkan itu berupa harta,

ilmu, keluhuran, ataupun kemuliaan berdasarkan hukum islam.

Macam-macam ahli waris
Kewarisan adalah hukum yang mengatur tentang pemindahan hak
pemilikan harta peninggalan (firkah) pewaris, menentukan siapa —siapa
yang menjadi ahli waris dan berapa bagiannya masing-masing (pasal 171
Kompilasi Hukum Islam). Menurut Wahbah Az Zuhaily hukum keluarga
adalah hukum yang mengatur hubungan keluarga sejak dimasa-masa awal
pembentukannya hingga dimasa-masa akhir atau berakhirnya keluarga
berupa nikah, talaq, nasab, nafkah, dan kewarisan (Bahan kuliah Hukum
Waris Islam oleh Liliek Istigomah tanggal 8 Maret 2005). Adanya
hubungan kekeluargaan antara pewaris dan ahli waris inilah yang
menyebabkan proses pewarisan. Ahli waris menurut kamus hukum adalah
orang-orang yang berhak menerima harta warisan. Hak anak mewaris dari
orang tuanya, istri dari suaminya atau sebaliknya, dan lain lain. Adapun
ahli waris golongan utama yang akan dibahas dalam skripsi ini adalah
anak. Anak merupakan buah cinta dari kedua orang tuanya, pada
kenyataannya terdapat beberapa macam anak yaitu;
a. Anak Kandung, yaitu anak yang dilahirkan dari perkawinan yang sah
antara Ibu dan Bapaknya,
b. Anak Tiri, yaitu anak yang dibawa masuk kedalam perkawinan oleh
suami atau istri;
c. Anak Angkat, yaitu anak orang lain yang diangkat oleh orang lain dan
dianggap (dijadikan ) sebagai anak sendiri;
d. Anak Titip (Piara), yaitu anak yang dititipkan kepada orang lain untuk
dipelihara;
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e. Anak Luar Kawin, yaitu anak yang dilahirkan diluar perkawinan yang
sah. ( Bahan kuliah Hukum Kekeluargaan dan Waris Adat oleh Edy
Sriono tanggal 14 Maret 2005).

Ada tiga golongan ahli waris menurut ajaran kewarisan bilateral yaitu :
Dzul Faraidl

Dzul Qarabat

Dzul Arham. ( Sajuti Thalib,1992:72).

Dzul faraidl atau Dzawul furudl

lalah ahli waris yang mempunyai bagian tertentu yang ditentukan
oleh Al-Quran atau Hadits Nabi sebagai berikut 1/2, 1/3, 1/4, 1/6, 1/8, 2/3.
Orang-orang yang dapat mewarisi seseorang yang meninggal dunia itu
berjumlah 25 orang yang terdiri dari 15 orang dari pihak laki-laki dan 10

orang dari pihak wanita.

a. Ahli waris dari pihak laki-laki :
Anak laki-laki;
Cucu laki-laki dari anak laki-laki dan seterusnya kebawah,
Ayah;
Kakek (Ayah dari Ayah) dan seterusnya keatas;
Saudara laki-laki seibu seayah;
Saudara laki-laki seayah,
Saudara laki-laki seibu;
Kemenakan laki-laki (anak laki-laki dari saudara laki-laki seibu seayah)
dan seterusnya kebawah;
Kemenakan laki-laki (anak laki-laki dari saudara laki-laki seayah) dan
seterusnya kebawah;
Paman (saudara ayah seibu seayah) dan seterusnya keatas dari jurusan

laki-laki termasuk paman ayah, paman kakek dan seterusnya,



http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/

18

11. Paman (saudara Ayah seayah) dan seterusnya keatas dari jurusan laki-laki
termasuk didalamnya paman ayah, paman kakek, dan seterusnya;

12. Anak paman yang seibu seayah dan seterusnya kebawah dari jurusan laki-
laki;

13. Anak paman yang seayah dan seterusnya kebawah dari jurusan laki-laki;

14. Suami;

15. Orang laki-laki yang memerdekakannya.

b. Ahli Waris dari pihak perempuan:

1. anak perempuan;

b

Anak perempuan dari anak laki-laki dan seterusnya kebawah dari jurusan
laki-laki;

Tbu;

Nenek (Ibunya Ibu) dan seterusnya keatas dari jurusan perempuan;

Nenek (Ibunya Ayah) dan seterusnya keatas dari jurusan laki-laki;
Saudara perempuan seibu seayah,

Saudara perempuan seayah;

Saudara perempuan seibu,

e R B R R

Istri;

10. Orang perempuan yang memerdekakannya.

Andaikata semua ahli waris yang berjumlah 25 orang tersebut

semuanya ada, maka yang mendapat warisan adalah:

1. Ayah;

2. Ibu;

3. Anak laki-laki;

4. Anak perempuan;

5. Istri/janda.

6. Suami/Duda ( Muhammad Anwar,1981:23).
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Dzul atau Dzawul artinya mempunyai, A/-faraidl kata jamak dari
Al-fariidla yang artinya bagian, dengan demikian Dzul Faraidl berarti
orang yang mempunyai bagian tertentu. Diantara Dzul Faraidl ada yang
selalu menjadi Dzul Faraidl saja, dan ada pula yang sesekali menjadi Dzul
Faraidl dan dikesempatan lain menjadi ahli waris yang bukan Dzul
Faraidl. Mereka yang menjadi ahli waris Dzul Faraidl saja ialah :

a. Ibu;
b. Suami/duda;
c. Istri/janda.
Ahli waris yang sesekali menjadi Dzul Faraidl dan di lain kesempatan
menjadi ahli waris bukan Dzul Faraidl -
Anak Perempuan;
Ayah;
Saudara laki-laki;
Saudara perempuan.

Terhadap mereka ini bisa menjadi ahli waris Ashabah.

Ahli Waris Dzul Qarabat

Adalah Ahli waris yang mendapat bagian warisan yang tidak
tertentu jumlahnya atau disebut juga memperoleh bagian terbuka atau
disebut memperoleh sisa. Hal itu jika dilihat dari jumlah perolehannya
dalam warisan.
Ajaran kewarisan tersebut diatas menurut Madzhab Syafi’i di Indonesia
dinamakan Ashabah, yaitu ahli waris yang memperoleh sisa atau bagian
terbuka atau bagian tidak tertentu. (Sajuti Thalib,1987 : 75).

Macam-macam Ashabah :
Ashabah bi Nafsih

Yaitu ahli waris Ashabah yang bukan karena tertarik waris yang
lain atau disebabkan adanya ahli waris yang lain, tetapi memang asalnya
sudah menjadi ahli waris Ashabah. Mereka itu adalah sebagai berikut :
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1. Ayah;

Kakek (Ayahnya Ayah),

Anak laki-laki;

Cucu laki-laki dari anak laki-laki dan seterusnya kebawah;

Saudara laki-laki seibu seayah;

Saudara laki-laki seayah;

Kemenakan laki-laki (anak laki-laki dari saudara laki-laki seibu
seayah);

8. Kemenakan laki-laki (anak laki-laki dari saudara laki-laki seayah);

-

9. Paman (saudara laki-laki Ayah yang seibu seayah),

10. Paman (saudara laki-laki Ayah yang seayah),

11. Saudara laki-laki sepupu (anak paman seayah seibu);

12. Saudara laki-laki sepupu (anak paman seayah);

13. Anak keturunan dari saudara sepupu (11 & 12);

14. Saudara laki-laki kakek yang seibu seayah dengan kakek;

15. Saudara laki-laki kakek yang seayah dengan kakek;

16. Anak keturunan dari 14 dan 15;

17. Saudara laki-laki kakek buyut yang seibu seayah serta anak

keturunannya dari jurusan laki-laki.

b. Ashabah bil Ghair
Yaitu waris Ashabahnya itu karena tertarik oleh waris Ashabah
yang lain. Misalnya ashabahnya anak perempuan, cucu perempuan,
saudara perempuan, mereka menjadi ashabah karena tertarik oleh anak
laki-laki, cucu laki-laki, dan saudara laki-laki, yang mereka (wanita

tersebut), pada asal mulanya termasuk golongan ahli waris Dzawul Furudl.

¢. Ashabah Ma’al Ghair

Yaitu waris Ashabah yang ashabahnya itu karena bersama-sama

dengan waris Dzawul Furudl yang lain. Misalnya saudara perempuan
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dapat menjadi Ashabah karena bersama-sama dengan anak perempuan

atau cucu perempuan. ( Muhammad Anwar, 1981 : 77).

Ahli Waris Dzawul Arham

lalah mereka yang tidak mempunyai bagian tertentu dalam Al-
Qur’an dan Al-Hadist, dan bukan termasuk Ashabah. Dengan kata lain
adalah bukan termasuk Ashabul Furudl dan bukan Ashabah ( Muhammad
Ali Ash Shabuniy, 1995:212)
Dalam kewarisan Patrilineal yang disebut Dzawul Arham ialah orang yang
mempunyai hubungan darah dengan pewaris yaitu hubungan darah dari
pihak wanita.
Pada dasarnya Dzawul Arham dapat digolongkan menjadi 4 yaitu

a. Dzawul Arham yang menyandarkan nasabnya kepada yang meninggal,
karena yang meninggal ini menjadi asal keturunannya. Mereka adalah
cucu dari keturunan anak perempuan dan anak keturunan cucu perempuan
dari anak laki-laki.

b. Dzawul Arham yang menjadi sandaran adalah nasab mayit, karena mereka
menjadi asal keturunan mayit tersebut. Mereka ini adalah Nenek
perempuan dan Kakek seterusnya keatas yang tidak termasuk ahli waris.

c. Dzawul Arham yang menyandarkan nasabnya kepada orang tua mayit.
Mereka adalah saudara perempuan seibu seayah atau seibu, anak
perempuan, saudara laki-laki seibu seayah, seayah, atau seibu, dan anak
saudara laki-laki seibu.

d. Dzawul Arham yang menyandarkan nasabnya kepada nenek mayit laki-
laki atau perempuan. Mereka ini adalah saudara Ayah seibu baik laki-laki
atau perempuan, saudara perempuan seayah, anak Paman dan anak dari
keturunan mereka (Muhammad Anwar, 1981:89).

Ahli waris Dzawul Arham meliputi:

1. Cucu anak perempuan,

2. Kemenakan (anak saudara perempuan);

3. Kemenakan (anak perempuan dari saudara laki-laki),
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Paman seibu (saudara ayah seibu);
Paman (saudara),

Bibi (saudara perempuan Ibu);
Bibi (saudara perempuan ayah);
Kakek (Ayah Ibu);

Nenek (Ibunya Ibu atau Ayah);

. Saudara sepupu perempuan (anak perempuan Paman);

. Kemenakan saudara laki-laki yang seibu.

Pengertian Hak Waris

Tidak ada batasan yang jelas mengenai pengertian hak waris. Pada
prinsipnya setiap ahli waris berhak untuk harta warisan yang di tinggalkan
oleh pewaris, akan tetapi ada beberapa ahli waris yang tidak dapat
menarik keuntungan dan warisan baik itu karena tidak cakap maupun tidak
patut untuk menerimanya.

Setiap ahli waris mendapat perlindungan baik dari Al Qur’an
(Qur'an surat An Nisa ayat 11) maupun Undang-undang terutama
menyangkut bagian mutlak (Legitime Portie), hal ini diatur dalam pasal
913 Kitab Undang-undang Hukum Perdata dan ketentuan tersebut dapat
dilihat pula dalam penentuan bagian-bagian mutlak yang harus diterima
oleh para ahli waris sebagaimana disebutkan dalam pasal 176 Kompilasi
Hukum Islam.

Hak waris adalah bagian yang seharusnya diterima oleh ahli waris
dalam proses penerusan atau pengoperan harta warisan oleh pewaris dan
bagiannya telah ditentukan baik oleh Al-Qur’an, Al-Hadits maupun oleh
Kompilasi Hukum Islam yang berlaku dan didalamnya ditentukan pula
apakah ia dapat memiliki hak waris tersebut atau tidak berhak

memilikinya.
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Syarat-syarat Menjadi Ahli Waris
Ketentuan Hukum Waris Islam yang menjadi sebab seseorang itu

mendapatkan warisan dari pewaris dapat diklasifikasikan sebagai berikut :

. Karena hubungan perkawinan

Seseorang dapat memperoleh harta warisan (menjadi ahli waris)
disebabkan adanya hubungan perkawinan antara si mayat dengan
seseorang tersebut, yang termasuk dalam hal ini adalah suami atau istri si
mayit ;

Karena adanya hubungan darah

Penerimaan warisan itu disebabkan adanya hubungan nasab atau
hubungan darah (kekeluargaan) dengan si mayit yang termasuk dalam
klasifikasi ini adalah Ibu , Bapak , Kakek , Nenek , Anak , Cucu, Cicit ,
Saudara , Anak saudara , dan lain lain;

Karena sesama Islam

Seorang Muslim yang meninggal dunia dan ia tidak meninggalkan
ahli waris sama sekali, maka harta warisannya diserahkan kepada Baitul
Maal (lembaga penerima zakat, infak, dan shadaqah dalam bentuk harta
kekayaan) dan lebih lanjut akan dipergunakan untuk kepentingan kaum
muslimin. (Lubis K Simanjuntak, 2004:53).

Syarat-syarat mewaris yaitu :

Apabila yang meninggal itu benar-benar telah meninggal, atau karena
putusan hakim bahwa orang itu telah meninggal karena sudah lama pergi
tidak jelas tempatnya, dan menurut keyakinan tidak mungkin jika orang
tersebut pada masa itu yaitu ditinjau dari beberapa jurusan dan keadaan,;
Orang yang akan mewaris benar-benar masih hidup sepeninggal mayit,
atau karena putusan hakim bahwa orang itu sepeninggal mayit masih
dalam keadaan hidup. Berdasarkan keyakinannya setelah ditinjau dari

beberapa segi bahwa orang itu tidak mungkin mati;
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Apabila diketahui benar-benar bahwa orang itu memang termasuk

golongan ahli waris yang berhak menerimanya sebagaimana ketentuan
dalam Faraidl.

Selain syarat ada rukun waris yaitu hak-hak yang harus ada pada saat
dilakukan pembagian waris.
Rukun waris ada 3 yaitu :
Muwarrits (pemberi waris) yakni mayat dimana orang lain berhak
mewaris dan padanya akan apa saja yang ditinggalkan sesudah matinya;,
Warits (penerima waris) orang yang berhak mewaris dengan sebab seperti
kekerabatan, penasaban, perkawinan,
Mauruts (benda yang di wariskan) , yakni sesuatu yang ditinggalkan
mayat, seperti tanah, harta dan sebagainya. ( Muhammad Ali Ash
Shabuniy, 1995:56).
Selain syarat, sebab, dan rukun ada pula penghalang seseorang untuk
mendapat warisan yakni :
a. Karena halangan kewarisan yang disebabkan :
1. Pembunuhan
Yaitu ahli waris telah melakukan pembunuhan pada pewaris.
2. Karena Berlainan Agama
Yaitu berbedanya agama pewaris dengan ahli waris, artinya seorang
muslim tidaklah mewaris dari yang bukan muslim begitu pula
sebaliknya.
b. Kelompok Keutamaan dan Hijab
Kelompok keutamaan dalam Hukum Waris Islam lebih dominan
ditentukan oleh “jarak hubungan” dari pada “garis hubungan” kekerabatan
dan oleh karena itu pula seorang keturunan kebawah tidaklah lebih utama
dibandingkan dengan seorang garis keatas, maka dikenal pula “lembaga
hijab” yaitu terhalangnya seseorang ahli waris untuk menjadi ahli waris.

( Lubis K. Simanjuntak, 2004:53-59).
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2.3.5 Pengertian dan Macam-macam Harta

Sebelum menguraikan apa yang dimaksud harta warisan ada
baiknya diutarakan terlebih dahulu apa yang disebut dengan “harta
peninggalan (tirkah) ialah suatu yang ditinggalkan oleh seorang yang
meninggal dunia, baik yang berbentuk benda (harta benda) dan hak-hak
kebendaan serta hak-hak yang bukan hak kebendaan, oleh Jumhur fuqoha’
tirkah itu baik mayit punya hutang atau tidak. Baik hutangnya itu hutang
‘ainiyah (hutang-hutang yang berkaitan dengan harta benda, seperti gadai
yang berkaitan dengan benda yang digadaikan) atau hutang syahsiyyah
(hutang yang berkaitan dengan pertanggungan orang yang berhutang,
seperti pinjaman, mas kawin dan sebagainya). (Muhammad Ali Ash
Shabuniy, 1995:49).
Sedang harta warisan adalah harta bawaan ditambah bagian dari harta
bersama setelah digunakan untuk keperluan pewaris selama sakit sampai
meninggalnya, biaya pengurusan jenazah (tahjiz ), pembayaran hutang dan
pemberian untuk kerabat (Kompilasi Hukum Islam Buku IT Bab I Poin E).

Sedangkan macam-macam harta antara lain :

1. Harta Bawaan

Kategori harta bawaan adalah :
a. Harta yang diperoleh sebelum perkawinan,
b. Hadiah khusus;

¢. Warisan.

2. Harta Bersama

lalah harta yang diperoleh selama perkawinan berlangsung, baik berupa
benda berwujud ( benda bergerak, benda tidak bergerak, dan surat-surat
berharga) , maupun benda tidak berwujud ( hak dan kewajiban bersama ).
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3.1 Kewenangan Pengadilan Agama Menetapkan Pembagian Harta Warisan
Diundangkannya Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 tentang
Peradilan Agama perubahan atas Undang-undang Nomor 7 tahun 1989
tentang Peradilan Agama ini sekaligus mempertegas kedudukan dan
kekuasaan kehakiman sesuai dengan lembaga peradilan lainnya. Tegasnya,
kedudukan Peradilan Agama sebagai salah satu lembaga untuk menegakkan
keadilan, kebenaran, ketertiban, dan kepastian hukum tersebut adalah
sebagaimana dimaksud dalam undang-undang Nomor 4 tahun 2004 tentang
Kekuasaan Kehakiman.

Bertitik tolak dari Pasal 2 UU Nomor 4 tahun 2004 bahwa Lingkungan
Peradilan Agama adalah merupakan salah satu lingkungan Peradilan khusus,
dengan demikian maka Peradilan Agama hanya berwenang mengadili
“perkara tertentu dan golongan rakyat tertentu”. Sedang maksud dari pasal
tersebut termaktub dalam pasal 2 UU Nomor 3 tahun 2006 vyaitu

“Peradilan Agama adalah salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman
bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara tertentu
sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang ini”.

Perkara-perkara yang menjadi wewenang Pengadilan Agama ini
ditegaskan dalam pasal 49 undang-undang Nomor 3 tahun 2006. Namun
demikian meskipun pasal 49 UU Nomor 3 tahun 2006 seolah-olah telah
menetapkan secara tegas bahwa bagi rakyat yang beragama Islam lembaga
peradilan yang berwenang untuk memutuskan perkara warisnya hanyalah
Pengadilan Agama. Tentunya dengan memakai Hukum Waris Islam
(Kompetensi Absolut), dengan lahirnya UU ini kemungkinan adanya hak opsi
seperti yang terdapat pada UU Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama
itu dihapus, sehingga kewenangan mutlak Pengadilan Agama untuk
mengurusi perkara tertentu bagi orang islam itu harus benar-benar
dilaksanakan.

26
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Hal ini menandakan bahwa pembuat UU berusaha untuk konsisten dalam
membuat peraturan, serta tidak membingungkan rakyat pencari keadilan yang
rata-rata awam hukum.

Pembagian harta peninggalan seseorang yang beragama Islam oleh
Pengadilan Agama ditentukan sebagai berikut :

Pembagian Berdasarkan Putusan Pengadilan

Pembagian harta warisan berdasarkan kepada putusan pengadilan ini
juga termasuk fungsi kewenangan Pengadilan Agama dalam menjalankan
tugas “eksekusi” dengan syarat :

1. Putusan yang bersangkutan sudah memperoleh kekuatan hukum tetap
atau terhadap putusan tersebut tidak ada lagi (atau tidak dimungkinkan
lagi) untuk melakukan upaya hukum dalam bentuk banding atau kasasi.
Atau bisa juga perkara yang bersangkutan diputus dalam tingkat banding
atau kasasi;

2. Putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap tersebut
mengandung “amar” atau “dictum” yang bersifat “condemnatoir” yaitu
salah satu amar putusan mengandung pernyataan “menghukum para ahli
waris melakukan pembagian atau amar yang memerintahkan pembagian”.
dan hanya putusan yang seperti tersebut dapat dieksekusi melalui
kewenangan pengadilan (Ketua Pengadilan).

Putusan apabila hanya bersifat penegasan, penetapan (declaratoir),
maka pengadilan tidak berwenang melakukan pembagian warisan melalui
tindakan eksekusi, sekalipun putusan tersebut telah mempunyai hukum tetap,
misalnya putusan tersebut hanya menyatakan bahwa warisan adalah harta
peninggalan si pewaris dan para ahli waris berhak untuk menguasainya, dalam
putusan seperti ini tidak dapat dilakukan eksekusi.

. Pembagian Berdasarkan Permohonan

Pengadilan Agama selain melakukan pembagian berdasarkan keputusan
juga dapat melakukan pembagian berdasarkan atas pemohonan pertolongan

dari pihak-pihak yang berkepentingan.
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Dasar agar pembagian berdasarkan permohonan pertolongan ini dapat
dilakukan oleh Pengadilan Agama sesuai dengan pasal 236a HIR haruslah
memenuhi syarat dan tata cara sebagai berikut :

1. Harta warisan yang hendak dibagi diluar sengketa perkara Pengadilan;
2. Ada permohonan minta tolong dilakukan pembagian dari seluruh ahli
waris.

Kedua persyaratan itu apabila telah terpenuhi, selanjutnya Pengadilan
Agama dapat melaksanakan pembagian sesuai dengan ketentuan yang terdapat
dalam pasal 236a HIR, dan seandainya permohonan permintaan tolong itu
hanya dilakukan sebagian ahli waris saja (tidak seluruh ahli waris si mayat)
maka Pengadilan Agama tidak bisa melakukan pembagian dengan berdasar
kepada ketentuan pasal 236a HIR.

Pihak yang bersengketa adalah orang-orang yang mempunyai hubungan
darah sebab antara Penggugat dengan Tergugat adalah sama sama anak sah
dari pewaris. Namun jika dilihat kedudukan Tergugat dari Bu Juwani ia
adalah anak tiri dan merupakan saudara tiri dari Pengugat. Karena disini tidak
terdapat pembagian yang jelas mengenai harta gono gini yang diperoleh
pewaris dengan Bu Juwani ataupun dengan Bu Buna maka hakim Pengadilan
Agama Jember dalam memberikan keputusan kedudukan ahli waris itu dilihat
dari pewaris, meskipun dalam gugatan Penggugat menyatakan bahwa harta itu
diperoleh selama perkawinan pewaris dengan Bu Juwani tetapi ia tidak dapat
membuktikan gugatannya tersebut. Pengadilan Agama sebagai institusi legal
untuk melaksanakan hukum Islam yang memiliki asas umum yakni asas
personalitas keislaman yang bersifat khusus sepanjang bidang hukum perdata
tertentu, maka Pengadilan Agama telah mempunyai kewenangan untuk
memeriksa dan memutus sengketa waris (kompetensi absolut). Kenyataan
bahwa para pihak yang berperkara dalam kasus ini berdomisili di Kabupaten
Jember sehingga Pengadilan Agama Jember berwenang untuk menanganinya.
Jadi berdasarkan wuraian diatas maka perkara gugat waris Nomor
1884/Pdt.G/2003/PA.Jr di lingkungan Pengadilan Agama Jember merupakan

kewenangan mutlak Pengadilan Agama Jember untuk memeriksa, memutus,
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dan menyelesaikan perkara tersebut karena sudah jelas bahwa para pihak yang
berperkara itu beragama Islam dan secara otomatis maka mereka harus tunduk
pada ketentuan pembagian warisan berdasarkan Hukum Islam (kompetensi
absolut) dan juga mereka berdomisili di Kabupaten Jember sehingga
Pengadilan Agama Jember yang berhak memutus perkaranya (kompetensi
relatif).

Melihat pada pernyataan pasal 49 UU Nomor 3 tahun 2006 tentang
Pengadilan Agama yang menyatakan secara eksplisit legitimasi kewenangan
mutlak Pengadilan Agama di bidang kewarisan yaitu:

1. Menentukan siapa yang menjadi ahli waris
Ahli waris dari Pak Marhawi Samidin sebagai pewaris adalah
Penggugat (Asmi Bu Lipawi) dan Tergugat (Juman alias H. Nur Hasyim).
2. Penentuan mengenai harta peninggalan
Harta peninggalan terdiri dari tanah sengketa I, II, dan III . Sedang
tanah sengketa IV yang telah menjadi sengketa milik itu penyelesaiannya
harus membuat gugatan baru yang diajukan kepada Pengadilan Agama.
3. Penentuan besarnya bagian masang-masing ahli waris

Jelas bahwa bagian anak laki-laki adalah 2:1 bagian anak
perempuan hal ini didasarkan pada Al Qur’an (Qur’an surat An Nisa ayat
11) dan Kompilasi hukum Islam (pasal 176).

4. Pelaksanaan pembagian harta peninggalan.

Perkara waris adalah perkara keperdataan yang telah berkekuatan
hukum tetap, namun dalam pelaksanaannya tidak serta-merta dieksekusi
oleh Pengadilan Agama bersangkutan tetapi diserahkan kembali kepada
para pihak yakni pihak yang kalah dalam hal ini Penggugat untuk dapat
melaksanakan secara suka rela. Dalam kasus tersebut dimana obyek
sengketa berupa tanah darat dan sawah , maka pelaksanaannya dapat
berupa:

a. melelang atau menjual tanah tersebut dan hasil penjualannya

dibagikan kepada ahli waris sesuai dengan besar bagiannya;
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b. baik pihak Penggugat maupun Tergugat dapat dikenakan

' kompensasi, yakni membayar harga tanah ataupun sawah yang
dikuasainya untuk selanjutnya dimiliki,

c¢. membagi tanah dan sawah tersebut sesuai besar bagian masing-
masing.

Pelaksanaan dari putusan itu oleh para pihak jika tidak dilaksanakan

sesuai dengan isi putusan, lebih-lebih telah dikeluarkan surat Eksekusi

oleh Pengadilan Agama Jember tanggal 2 Pebruari 2005 maka

pelaksanaannya dapat dipaksakan sebab putusan itu telah mempunyai

kekuatan hukum tetap.

Mengenai gugatan tanah sengketa IV yang diputus bukan wewenang
Pengadilan Agama karena merupakan sengketa milik itu adalah benar sebab
saat dikeluarkannya putusan itu masih berlaku UU Nomor 7 tahun 1989
tentang Peradilan Agama dimana didalamnya dinyatakan bahwa jika terjadi
perkara-perkara sebagaimana dimaksud dalam pasal 49 UU Nomor 7 tahun
1989 maka khusus mengenai objek sengketa harus diputus terlebih dahulu
oleh Pengadilan Umum jadi kewenangan memutus itu berada ditangan
Peradilan Umum, setelah dikeluarkannya UU Nomor 3 tahun 2006 perubahan
atas UU Nomor 7 tahun 1989 penyelesaian mengenai gugatan tanah sengketa
IV itu menjadi wewenang Pengadilan Agama (pasal 50 ayat (2) UU Nomor 3
tahun 2006) . Hal ini dikarenakan pihak-pihak yang bersengketa itu beragama
islam.

Kedudukan Penggugat ( Asmi Bu Lipawi) berdasarkan hukum waris
Islam adalah sebagai dzawul furudl dan juga sebagai ashabah bil ghair sebab
dia tertarik sebagai ashabah adalah karena dia mewaris bersama-sama anak
laki-laki. Sedangkan kedudukanTergugat sebagai anak tiri dari Bu Juwani
dalam hukum waris Islam itu adalah tidak mendapat warisan, anak tiri dapat
memperoleh warisan dengan jalan wasiat dan hibah. Perolehan harta anak tiri
dalam pewarisan itu tidak boleh melebihi dari jumlah harta yang seharusnya
diperoleh oleh anak kandung. Namun dalam kasus ini tidak ada pembagian

yang jelas mengenai perolehan harta yang diperoleh selama perkawinan antara
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Pak Marhawi Samidin dengan Bu Juwani maupun perkawinan antara Pak
Marhawi Samidin dengan Bu Buna, sehingga pewarisnya adalah Pak Marhawi
Samidin. Jika pewarisnya adalah Pak Marhawi Samidin maka Penggugat
maupun Tergugat itu sama-sama berhak mewaris, karena keduanya adalah
anak sah dari Pak Marhawi Samidin.

Harta peninggalan yang oleh Penggugat diklaim sebagai harta
peninggalan dari hasil perkawinan antara Pak Marhawi Samidin dengan Bu
Juwani ini karena tidak ada pembagian yang jelas mengenai perolehan harta
yang diperoleh selama perkawinan antara Pak marhawi Samidin dengan Bu
Juwani maupun perkawinan antara Pak Marhawi Samidin dengan Bu Buna.
Maka Kedudukan Tergugat jika dilihat dari Bu Juwani adalah anak tiri dari Bu
Juwani. Dalam hal pewarisan harta peninggalan, anak kandung dari pewaris
itu lebih diutamakan dari pada anak tiri, sehingga kedudukan anak kandung
itu tidak sama dengan anak tiri. Namun kedudukan anak kandung (Penggugat)
dan anak tiri (Tergugat, kedudukannya jika dilihat dari Bu Juwani) dalam
kasus ini dilihat apakah perkawinan kedua orang tuanya itu adalah perkawinan
yang sah atau tidak, dan kedua pihak itu apakah sama-sama sebagai ahli waris
sah dari pewaris meskipun Tergugat itu adalah anak dari perkawinan kedua,
karena dalam kasus ini tidak ada pembagian yang jelas mengenai perolehan
harta yang diperoleh selama perkawinan antara Pak Marhawi Samidin dengan
Bu Juwani ataupun perkawinan antara Pak Marhawi Samidin dengan Bu
Buna. Dalam kasus ini hakim memutus pembagian warisnya tidak dilihat
apakah ia kedudukannya sebagai anak kandung ataupun sebagai anak tiri,
hakim mendasarkan putusannya pada fakta apakah ia berhak atas harta
warisan itu atau tidak, jenis kelamin para pihak apa ia laki-laki atau
perempuan karena dasar pembagian warisan dalam hukum islam itu dilihat
dari garis laki-laki atau dari garis perempuan, dan berapa besar jumlah
bagiannya, serta kedudukan para ahli waris itu dilihat dari Pak Marhawi
Samidin sebagai pewaris. Didalam Al-Qur’an (surat An Nisa ayat 11) maupun
dalam Kompilasi Hukum Islam (pasal 176) disebutkan dengan jelas mengenai

bagian laki-laki dan bagian perempuan. Sehingga kedudukan anak kandung
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dan anak tiri dalam pembagian warisan menurut putusan hakim Pengadilan
Agama Nomor 1884/ Pdt.G/ PAJr itu didasarkan pada apakah ia benar-benar
berhak mewaris, jenis kelamin ahli waris, dan berapa besar bagiannya
menurut aturan jumlah bagian yang ada dalam Al Qur’an, Al-Hadist maupun

Kompilasi Hukum Islam.

3.2 Kekuatan Mengikat Putusan Pengadilan Agama Yang Menetapkan
Pembagian Hak Waris Antara Anak Kandung dan Anak Tiri.

Putusan disebut vonnis (Belanda) atau A/-Qada’ (Arab), yaitu produk
Pengadilan Agama karena adanya dua pihak yang berlawanan dalam perkara,
yaitu Penggugat dan Tergugat. Pada putusan Hakim terdapat tiga macam
kekuatan ;

a. Kekuatan yang mengikat (birdende kracht),

b. Kekuatan bukti (be wijzende kracht),

¢. Kekuatan executorial atau kekuatan untuk dijalankan (executoriale
kracht). (Soepomo,2004:94)

Suatu putusan hakim yang tidak ada lagi kemungkinan untuk melawan
(verzet) atau untuk mohon banding maupun kasasi, maka putusan itu menjadi
pasti atau ketetapan putusan itu memperoleh kekuatan yang pasti, yang
mengikat “res judicata pro veritate habetur” artinya putusan yang pasti
dengan sendirinya mempunyai kekuatan yang mengikat (apa yang diputuskan
oleh hakim, adalah dianggap benar).

Kekuatan pembuktian yang melekat pada putusan. Jika dikemudian hari
timbul sengketa yang berkaitan langsung dengan apa yang telah tercantum
dalam putusan, putusan tersebut dapat dipergunakan sebagai alat bukti untuk
melumpuhkan gugatan pihak lawan. Nilai kekuatan pembuktian yang
terkandung didalamnya bersifat “sempurna” (volledig), “mengikat”
(birdende), dan “memaksa” (dwinged).

Perkara Nomor 1884/Pdt.G/2003/PA.Jr tersebut kekuatan putusan hakim
selain bersifat deklaratoir ( putusan yang bersifat menerangkan atau

menegaskan) juga condemnatoir ( putusan yang bersifat penghukuman).
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Kekuatan sifat declaratoir dalam kasus ini terlihat saat hakim memberikan

putusan;

1. Menetapkan bahwa Asmi alias Bu Lipawi binti Pak Marhawi Samidin dan
Juman alias H.Nur Hasyim bin Pak Marhawi Samidin adalah ahli waris
dari Pak Marhawi Samidin;

2. Menetapkan bahwa Asmi alias Bu Lipawi adalah ahli waris dari Bu

Juwani.

Kekuatan yang bersifat condemnatoir terlihat pada putusan

a. Menghukum Penggugat untuk menyerahkan tanah sengketa yang berada
dalam penguasaannya kepada Tergugat sesuai bagian Tergugat.

b. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan tanah sengketa yang berada
dalam penguasaannya kepada penggugat sesuai bagian penggugat.

Hakim sebelum mengambil keputusan itu mempelajari siapa saja ahli
warisnya, apa saja harta warisannya, dan bagaimana kedudukannya dalam
proses pewarisan itu. Setelah semua hal-hal tersebut dapat dibuktikan maka
hakim akan memberi putusan selain berpatokan pada hukum waris Islam yang
berdasarkan pada Al-Qur'an juga didasarkan pada peraturan-peraturan formil.
Dalam penyelesaian perkara gugat waris Nomor 1884/Pdt G/2003/PA_Jr. yang
menjadi alasan hakim dalam memberikan putusan adalah seperti yang terdapat
dalam "Tentang Hukumnya" yang ada dalam isi putusan tersebut selain itu
juga melihat pada fakta bahwa Penggugat adalah anak perempuan dari
pewaris maka bagian yang diperoleh adalah satu bagian dari harta
peninggalan, Tergugat yang merupakan anak laki-laki dari pewaris maka
bagian yang diperoleh adalah dua bagian dari harta peninggalan. Sedangkan
kekuatan dari putusan itu adalah mengikat para pihak yang terkait dan harus
dilaksanakan sesuai dengan isi putusan. Jika dalam pelaksanaan putusan itu
mengalami hambatan maka dapat meminta pertolongan kepada juru sita dan
peradilan umum. ( Abdus Salam, konsultasi tanggal 10 Mei 2006).

Pelaksanaan dari putusan hakim Pengadilan Agama Jember yang

memutus pembagian harta peninggalan dua berbanding satu antara Tergugat
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dan Penggugat yang dalam hal ini dikalahkan dan harus menyerahkan
kelebihan harta yang telah dikuasai kepada Tergugat jelas merasa keberatan.
Penggugat tetap bersikukuh bahwa harta itu adalah haknya. Meskipun putusan
hakim itu telah memiliki kekuatan hukum tetap, dalam kenyataan
pelaksanaannya itu tidak serta-merta tetapi diserahkan kembali kepada para
pihak apakah masih mau untuk membuat kesepakatan damai. Pada tanggal 8
Januari 2004 hakim memerintahkan untuk melaksanakan putusan dan para
pihak dipertemukan di balai desa Sumberlesung Kecamatan Ledokombo
Kabupaten Jember , dari pertemuan ini para pihak bersepakat untuk berdamai
dan membuat kesepakatan mengenai pembagian harta kekayaan sesuai dengan
bagiannya. Penggugat setuju untuk membayar kompensasi atas kelebihan
harta yang dikuasai sebesar Rp 5.000.000 (lima juta Rupiah) kepada Tergugat,
yang akan dibayarkan paling lambat akhir bulan Nopember 2005.
Pembayaran kompensasi itu agar tanah sengketa I dan II yang telah dikuasai
oleh Penggugat, tetap berada dibawah penguasaan Penggugat. Maka dengan
adanya kesepakatan tersebut hakim mengeluarkan surat Eksekusi tanggal 26
lJuli 2005, dimana para pihak harus melaksanakan putusan hakim yang
disesuaikan dengan kesepakatan para pihak. Kekuatan dari putusan hakim ini
berlaku untuk semua pihak yang terkait dan harus dilaksanakan sebaik-
baiknya dan apabila ada pihak yang melanggar maka dapat dituntut sesuai
dengan peraturan yang berlaku. Namun setelah ada kesepakatan agar tanah
sengketa yang berada di bawah penguasaan Penggugat itu tetap berada
dibawah pengusaannya dengan pembayaran kompensasi tersebut tidak diikuti
dengan proses pemindahan hak dari Tergugat kepada Penggugat. Penggugat
menganggap bahwa surat pernyataan yang telah ditandatangani Penggugat dan
Tergugat itu sudah cukup kuat, sedangkan surat bukti hak milik itu seharusnya
harus dibuktikan dengan sebuah sertipikat. Proses pemindahan hak ini belum
dilaksanakan sampai sekarang Penggugat telah meninggal dunia, hal ini jelas
nantinya akan merugikan para ahli waris dari Penggugat sebab sewaktu-waktu

ahli waris Tergugat ini masih bisa menuntut haknya.
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Dilihat dari fakta maka kekuatan putusan hakim itupun secara langsung
mengikat dengan sendirinya tanpa dilihat apakah bersifat declaratoir atau
condemnatoir. Kekuatan mengikatnya ini tidaklah serta-merta sebab masih
disesuaikan dengan keadaan dilapangan apakah Penggugat dengan Tergugat
itu masih mau membuat kesepakatan diluar putusan hakim, sehingga nantinya
pelaksanaan putusan hakim itu disesuaikan dengan kesepakatan yang telah
dibuat. Selain itu kekuatan mengikat yang mutlak putusan hakim dalam kasus
ini dapat dilihat dengan dikeluarkannya surat eksekusi yang ditetapkan
tanggal 2 Pebruari 2005 yang isinya disesuaikan dengan kesepakatan yang
telah dibuat oleh Penggugat dan Tergugat .

3.3 Upaya hukum Yang Dapat Dilakukan Apabila Ada Ahli Waris Yang
Menolak Isi utusan.

Upaya hukum ialah suatu usaha bagi setiap pribadi yang merasa
dirugikan haknya atau atas kepentingannya untuk memperoleh keadilan dan
perlindungan atau kepastian hukum, menurut cara-cara yang ditetapkan
Undang-undang.

Upaya hukum menurut jenisnya sebagai berikut :

1. Upaya hukum melawan gugatan;
a. Eksepsi,
b. Rekonvensi (gugat balik);
c. Vrijwaring (ditarik sebagai penjamin).

2. Upaya hukum melawan putusan
a. Upaya hukum biasa:
1.Verzet (perlawanan);
2 Banding ;
3 Kasasi.
b. Upaya hukum luar biasa;
1.Peninjauan kembali (request civiel);

2.Derden verzet.


http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/

36

3. Upaya hukum melawan sita

a. Verzet yang bersangkutan;

b. Verzet pihak ketiga.

Upaya hukum melawan eksekusi

a. Verzet yang bersangkutan;

b.Verzet pihak ketiga.

Upaya hukum untuk mencampuri proses

a.

b.

Intervensi (7ussenkomst =mencampuri);

Voeging (turut serta pada salah satu pihak);

c. Vrijwaring (ditarik sebagai penjamin).

Upaya hukum pembuktian

a.
b.

C.

d.

€.

Saksi;

Tulisan;

Dugaan/persangkaan;

Pengakuan;

Sumpah. (Toto Suprianto dalam bukunya Jaih Mubarok, 2004:92-93).

Permohonan sita dengan segala macamnya juga merupakan upaya

hukum untuk menjamin hak. Semua upaya hukum diatas adalah upaya hukum

ierhadap suatu sengketa yang telah (sedang) diproses di pengadilan.

Upaya hukum yang dapat digunakan untuk menganalisis sengketa waris

Nomor 1884/Pdt.G/2003/PA.Jr adalah upaya hukum melawan putusan

Pengadilan Agama berupa verzet, banding, kasasi, derden verzet, dan

peninjauan kembali, karena sengketa tersebut telah melahirkan putusan hakim,

sehingga jika ada pihak yang menolak isi putusan maka upaya hukumnya

adalah untuk melawan putusan tersebut.



http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/

37

Upaya hukum melawan putusan terdiri dari :

A. Upaya Hukum Biasa

1. Perlawanan (verzet)

Ialah perlawanan dari Tergugat terhadap putusan versfek atau Putusan
Al-Qadla ala Al-Ghaib yaitu putusan yang dijatuhkan diluar hadirnya
Tergugat. Dasar hukum verzer adalah pasal 129 HIR atau 153 Rbg. Verzet ini
memberi kemungkinan bagi Tergugat yang dihukum versftek untuk
mengajukan verzet. Kedua perkara tersebut (verstek dan verzet) dijadikan satu
dan diberi satu nomor dan sedapat mungkin dipegang oleh majelis hakim yang
menjatuhkan putusan verstek. Hakim yang memeriksa perkara verzer atas
putusan verstek harus memeriksa gugatan yang telah diputus verstek secara
keseluruhan. Apabila telah dijatuhkan putusan verstek dan ternyata Tergugat
mengajukan verzet, putusan Pengadilan Agama itu tidak dapat dilaksanakan
kecuali dalam putusan disebutkan bahwa putusan itu dapat dilaksanakan
terlebih dahulu. Jika dalam putusan verzet pihak Penggugat diputus kalah,
maka baru setelah ada putusan kalah tersebut Penggugat dapat mengajukan
banding.

Verzet dilakukan pada Pengadilan Agama, tehnik pengajuannya sama
dengan pengajuan perkara gugatan biasa. Hanya saja tidak didaftarkan sebagai
perkara baru, tetapi menjadi perkara yang sama baik dari nomor register dan

hakim yang mengadili dengan perkara yang di verstek sebelumnya.

2. Banding

Banding berarti mohon supaya perkara yang telah diputus oleh
Pengadian Tingkat Pertama diperiksa ulang oleh Pengadilan yang lebih tinggi
(tingkat banding) karena merasa belum puas dengan putusan pengadilan
tingkat pertama. Dasar hukumnya adalah pasal 61 UU Nomor 7 tahun 1989
tentang Peradilan Agama dan pasal 21 UU Nomor 4 tahun 2004 tentang
Kekuasaan Kehakiman.



http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/

38

Mengenai upaya banding hanya dapat dilakukan di Pengadilan Tinggi
Agama (PTA) (pasal 7 UU Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama).
Di Pengadilan Tingkat Banding (PTA), duduk perkara kembali diperiksa,
artinya Hakim Pengadilan Tinggi Agama memeriksa kembali gugatan,
jawaban, beserta bukti-buktinya sebagaimana dilakukan di Pengadilan
Agama. Dengan kenyataan seperti ini, antara Pengadilan Agama dan
Pengadilan Tinggi Agama merupakan judex factie, yaitu Pengadilan yang
memeriksa duduk perkaranya. Oleh sebab itu banding disebut dengan
Peradilan Ulangan.

Syarat yang harus dipenuhi oleh si pembanding untuk mengajukan
banding yaitu :

1. Diajukan oleh pihak-pihak dalam perkara ,

2. Diajukan masih dalam masa tenggang waktu banding;

3. Putusan Pengadilan Agama tersebut menurut hukum boleh dimintakan
banding.

Masa tenggang waktu pengajuan banding ( pasal 7 UU Nomor 20 tahun

1947 tentang Peradilan Ulangan ) ditetapkan sebagai berikut :

a. Bagi pihak yang bertempat di kediaman di daerah hukum Pengadilan
Agama yang putusannya dimohonkan banding tenggang waktunya 14
(empat belas) hari, terhitung mulai hari berikutnya dari hari pengumuman
putusan kepada yang bersangkutan;

b. Bagi pihak yang bertempat kediaman di luar daerah hukum Pengadilan
Agama, tenggang waktunya 30 (tiga puluh) hari, terhitung mulai hari
berikutnya dari hari pengumuman putusan kepada yang bersangkutan.

Secara tehnis, upaya banding dimulai dengan si pembanding atau
kuasanya mengajukan permohonan banding kepada Pengadilan Tinggi Agama
yang daerah hukumnya meliputi Pengadilan Agama yang bersangkutan.

Permohonan tersebut diajukan melalui Pengadilan Agama yang telah

memutus. Pembanding tidak perlu datang ke Pengadilan Tinggi Agama.

Permohonan banding tersebut harus disampaikan dengan surat atau lisan.
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3. Kasasi

Yaitu pembatalan putusan oleh Mahkamah Agung, pengadilan kasasi
ialah pengadilan yang memeriksa apakah judex factie tidak salah dalam
melaksanakan peradilan. Kasasi merupakan upaya agar putusan judex factie
dibatalkan oleh Mahkamah Agung karena telah salah dalam melaksanakan
peradilan. Pemeriksaan kasasi ditujukan kepada persoalan apakah judex factie
menerapkan hukum secara tepat atau tidak. Dasar hukum pengajuan kasasi
yaitu pasal 63 UU Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama serta pasal
11 ayat (2) dan pasal 22 UU Nomor 4 tahun 2004 tentang Kekuasaan
Kehakiman.

Syarat-syarat dalam pengajuan kasasi yaitu 1). Permohonan kasasi
hanya dapat diajukan oleh pihak yang berperkara atau wakilnya yang secara
khusus dilaksanakan untuk itu; 2). Permohonan kasasi diajukan dalam masa
tenggang waktu 14 hari sesudah putusan atau penetapan diberitahukan kepada
yang bersangkutan; 3). Permohonan kasasi hanya dapat diajukan setelah
menggunakan upaya hukum banding kecuali ditentukan lain oleh Undang-
undang; 4). Permohonan kasasi hanya dapat diajukan satu kali; 5). Pemohon
kasasi wajib menyampaikan memori kasasi; 6). Pemohon kasasi wajib
membayar biaya kasasi.

Mahkamah Agung dalam tingkat kasasi dapat membatalkan putusan
atau penetapan dari semua lingkungan peradilan (pasal 30 UU Nomor 5 tahun
2004 tentang Mahkamah Agung) karena :

a). Tidak berwenang atau melampaui batas wewenang;
b). Salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku;
c¢). Lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-

undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang
bersangkutan.
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B. Upaya hukum luar biasa

1. Perlawanan Pihak ketiga (Derden Verzet)

lalah perlawanan dari pihak ketiga terhadap subjek pihak-pihak yang
terdapat dalam suatu perkara yang telah diputus, yang merugikan
kepentingannya, sebelum putusan mempunyai ketaatan hukum tetap atau
sebelum penetapan sksekusi dilaksanakan. Derden verzet Diatur dalam pasal
195 ayat (4) HIR dan pasal 206 ayat (6) Rbg.

Perbedaan dengan verzet atas verstek yaitu dalam derden verzet yang
mengajukan perlawanan adalah pihak ketiga yang sama sekali tidak terlibat
dalam perkara, sedang verzet dilakukan oleh tergugat semula. Bentuk derden
verzet ada dua :

1). Derden verzet murni yaitu pelawan tidak tersangkut sama sekali dengan
salah seorang dari terlawan, melainkan semata-mata murni membela
kepentingannya (fussenkomst).

2). Derden verzet yang relatif yakni pelawan mempunyai kaitan hukum
dengan salah seorang terlawan. Di sini pelawan seolah-olah bertindak

untuk kepentingan salah seorang terlawan (voeging).

Alasan-alasan pengajuan derden verzet yaitu :

1. Atas alasan dan milik murninya pelawan, bahwa apa yang diperkirakan
oleh para terlawan adalah milik pelawan;

2. Adanya conservatoir beslaag (sita jaminan) atas barang yang diambil
terlawan;

3. Adanya eksekusi atas barang milik pelawan atau atas barang yang
dibelinya dari salah satu pihak terlawan ;

4. Adanya eksekusi yang melebihi dari putusan;

5. Adanya derden verzet atas harta pusaka.

Waktu pengajuan derden verzet ialah :
1). Sebelum perkara yang dilawan memperoleh kekuatan hukum tetap
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2). Sebelum penetapan eksekusi dilaksanakan.

Gugatan derden verzet dibuat seperti gugatan biasa dan dimasukan ke
kepaniteraan Pengadilan Agama yang memutus perkara semula. Derden
verzet diperiksa seperti perkara biasa sehingga dapat diperiksa dan diputus
verstek atau kontradiktoir.

2. Peninjauan Kembali ( Request Civiel )

lalah meninjau kembali putusan perdata yang telah memperoleh
kekuatan hukum tetap, karena diketahuinya hal-hal baru yang dulu tidak dapat
diketahui oleh hakim, sehingga apabila hal-hal itu diketahuinya maka putusan
hakim akan menjadi lain. Dasar hukum peninjauan kembali adalah pasal 23
UU Nomor 4 tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman. Syarat-syarat
peninjauan kembali ialah :

1. Diajukan oleh pihak yang berperkara;

2. Putusan telah memperoleh kekuatan hukum tetap;

3. Membuat permohonan peninjauan kembali yang memuat alasan-

alasannya;

4. Diajukan dalam tenggang waktu menurut Undang-undang;

5. Membayar panjar biaya peninjauan kembali;

6. Menghadap di kepanitiaan Pengadilan Agama yang memutus

perkara pada tingkat pertama;

Alasan-alasan mengajukan peninjauan kembali -

a. Apabila putusan didasarkan pada suatu kebohongan atau tipu musliha
pihak lawan yang diketahui setelah perkaranya diputus atau didasarkan
pada bukti-bukti yang kemudian oleh hakim dinyatakan palsu;

b. Apabila setelah perkara diputus, di temukan surat-surat bukti yang bersifat
menentukan yang pada waktu perkara diperiksa tidak dapat ditemukan:

¢. Apabila telah dikabulkan suatu hal yang tidak dituntut atau lebih dari yang
dituntut;
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d. Apabila mengalami sesuatu bagian dari tuntutan belum diputus tanpa
pertimbangan sebab-sebabnya;

e. Apabila antara pihak-pihak yang sama mengenai suatu soal yang sama,
atau dasar yang sama, oleh pengadilan yang sama atau sama tingkatnya
telah diberikan putusan yang bertentangan satu sama lain,

f Apabila dalam suatu putusan terdapat suatu kekhilafan hakim atau suatu
kekeliruan yang nyata.

Permohonan peninjauan kembali dapat dicabut selama belum diputus..
Dalam hal dicabut, permohonan peninjauan kembali tidak dapat diajukan lagi.
Pencabutan permohonan peninjauan kembali dilakukan seperti pencabutan
permohonan kasasi.

Sangatlah baik apabila terjadi sengketa waris dapat diselesaikan secara
kekeluargaan, karena sengketa waris itu sendiri merupakan masalah hukum
privat yang juga melibatkan pihak keluarga, jika pada kenyataannya didalam
pembagian waris itu tidak terdapat ahli waris lain yang bukan keluarga.
Apabila upaya penyelesaian secara kekeluargaan tidak dapat menemukan
jalan keluar maka pihak yang berkepentingan dapat mengajukan gugatan pada
pengadilan.

Alasan pengajuan gugatan oleh Penggugat dalam perkara Nomor
1884/Pdt.G/2003/PAJr vyaitu bahwa harta yang dikuasai oleh Tergugat itu
melebihi dari jumlah bagian yang seharusnya dikuasai, sebab Tergugat
merupakan anak dari istri ke dua. Namun dalam perkara waris ini tidak
disebutkan dengan jelas berapa jumlah harta yang diperoleh selama
perkawinan antara Pak Marhawi Samidin dengan Bu Juwani ataupun harta
yang diperoleh selama perkawinan antara Pak Marhawi Samidin dengun Bu
Buna, sehingga tidak terdapat gambaran yang jelas tentang harta gono
gininya. Oleh sebab itu antara Penggugat dan Tergugat juga sama-sama
sebagai ahli waris sah dari pewaris (Pak Marhawi Samidin). Dalam perkara
waris ini hakim memutus versfek karena Tergugat tidak pernah hadir
dipersidangan walaupun sudah ada panggilan yang ditujukan kepada

Tergugat serta putusan tersebut telah berkekuatan hukum tetap, dimana antara
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Penggugat dan Tegugat dihukum untuk sama-sama menyerahkan bagian harta
yang dikuasai sesuai dengan jumlah harta yang seharusnya dikuasai, yakni
perbandingan bagian Penggugat dan Tergugat yaitu 1/6 berbanding 2/6 atau
dengan kata lain 1:2.

Putusan hakim ini dirasa sangat tepat dan hal tersebut tidak menyalahi
wewenangnya (pasal 49 UU Nomor 3 tahun 2006 tentang Peradilan Agama)
sebab dalam memberikan putusan hakim berpedoman kepada A’ Qur’an
sebagai sumber hukum paling benar bagi orang Islam yang didalamnya
menyebutkan bahwa bagian anak laki-laki adalah 2 kali bagian anak
perempuan (Qur’an Surat An Nisa ayat 11), selain itu disebutkan juga dalam
Kompilasi Hukum Islam pasal 176 yang menyatakan bagian anak laki-laki
dua berbanding satu dengan anak perempuan. Oleh karena itu hakim memiliki
dasar yang kuat untuk memberikan putusan. Adapun isi dari putusan hakim
yaitu meskipun Penggugat sebagai pihak yang mengajukan gugatan dan
dapat membuktikan gugatannya namun hakim memutuskan bahwa
gugatannya untuk selebihnya ditolak dan tidak dapat diterima dengan alasan
diantaranya yaitu pihak-pihak diluar Penggugat dan Tergugat aquo tidak
pernah menjadi pihak dalam sengketa ini, permohonan Penggugat agar
putusan ini dapat dilaksanakan lebih dahulu atau serta merta ini tidak
memenuhi yang disyaratkan oleh pasal 180 HIR yaitu adanya surat yang sah,
surat tulisan yang menurut peraturan tentang hal itu boleh diterima sebagai
alat bukti atau jika ada keputusan hukuman lebih dahulu dengan putusan
hakim yang sudah memiliki kekuatan yang tetap, atau jika dikabulkan
tuntutan dahulu, sehingga permohonan ini patut ditolak, dan dalam
pelaksanaan dari putusan Hakim itu Penggugat justru dirugikan karena bagian
yang telah dikuasai berkurang, menurut putusan hakim ia mendapat 1 (satu)
bagian sebab ia adalah anak perempuan.

Faktanya apabila Penggugat merasa keberatan dengan putusan hakim
ini maka ia dapat mengajukan upaya hukum yaitu banding, pengajuan upaya
hukum banding ini tidak berlawanan dengan tata cara hukum acara

Pengadilan Agama, sebab pengajuan upaya hukum itu dilihat dari pihak yang
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merasa dirugikan, jika Penggugat yang merasa rugi ia dapat mengajukan
banding, namun jika Tergugat yang dirugikan ia dapat mengajukan verzet
dengan syarat putusan itu belum memiliki kekuatan hukum tetap. Sebenarnya
dalam kasus ini hakim tidak merugikan Penggugat karena hakim memberikan
putusan itu mempunyai dasar hukum yang kuat yaitu Al Qur’an surat An Nisa
ayat 11 dan pasal 176 Kompilasi Hukum Islam. Dalam kasus ini hakim
menjatuhkan putusan  verstek  karena Tergugat tidak pernah hadir
dipersidangan walaupun sudah ada panggilan yang ditujukan padanya, namun
dalam memeriksa kasus ini hakim juga memeriksa pokok perkara hal ini
dilakukan karena untuk mengetahui tentang duduk perkara yang sebenarnya
dan untuk menentukan apakah gugatan Penggugat itu beralasan hukum atau
tidak, sehingga dari pemeriksaan sidang walaupun tidak dihadiri Tergugat
hakim dapat memberikan putusan yang tepat. Akan tetapi dalam kasus ini
meskipun Penggugat merasa keberatan dengan putusan hakim ia tidak
melakukan upaya hukum banding. Saat akan dilakukan eksekusi dan putusan
itu telah memiliki kekuatan tetap barulah Penggugat mau mengadakan
kesepakatan dengan pihak Tergugat. Hal ini menandakan bahwa rakyat
Indonesia masih awam hukum. Jika Penggugat mengajukan upaya hukum
kasus ini tidak akan hanya terhenti di Pengadilan Agama. Penggugat dapat
mengajukan bukti-bukti baru untuk mengalahkan putusan hakim Pengadilan
Agama, maka jika bukti baru tersebut benar Putusan hakim Pengadilan
Agama dapat dibatalkan, pembatalan putusan hakim Pengadilan Agama oleh
hakim Pengadilan Tinggi Agama ini didasarkan atas hukum dan rasa keadilan.

( Abdus Salam, konsultasi tanggal 31 Mei 2006).
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BAB 4. PENUTU

4.1 Kesimpulan

1.

Pengadilan Agama itu berwenang memutus perkara mengenai pembagian
warisan diantara orang yang beragama islam. Kewenangan Pengadilan Agama
itu tercantum dalam pasal 49 UU nomor 3 tahun 2006 tentang Peradilan
Agama yang berwenang dalam memeriksa, memutus dan menyelesaikan
perkara-perkara diantara orang-orang yang beragama Islam. UU tersebut
telah menghapus kemungkinan tentang adanya hak opsi. Dalam kasus gugat
waris Nomor 1884/Pdt.G/2003/PA.Jr hakim tidak menyalahi wewenangnya
dalam memberikan putusan sebab hal tersebut merupakan kewenangannya
memutus perkara tertentu diantara rakyat pencari keadilan yang beragama
Islam (kompetensi absolut), dan kasus tersebut terjadi di Kabupaten Jember
yang merupakan kewenangan Pengadilan Agama Jember (kompetensi relatif).
Jika dilihat dari UU nomor 7 tahun 1989 hakim telah benar dalam
memberikan putusan mengenai tanah sengketa IV sebagai sengketa milik
yang diputus bukan kewenangannya, karena hal tersebut adalah kewenangan
Peradilan Umum, namun jika dilihat dari UU Nomor 3 tahun 2006 tentang
Peradilan Agama tanah sengketa IV tersebut adalah kewenangannya sebab
pihak yang bersengketa adalah orang-orang yang beragama Islam (pasal 50
ayat (2) UU nomor 3 tahun 2006).

2. Kekuatan mengikat putusan pengadilan Agama ini mengikat pada para pihak

yang bersengketa, orang yang mendapat hak dari mereka dan juga pada ahli
waris mereka. Putusan hakim dalam perkara Nomor 1884/Pdt.G/2003/PA.Jr
meskipun telah memiliki kekuatan hukum tetap dan mengikat para pihak yang
terkait itu tidak dilaksanakan serta-merta sebab hal tersebut dikembalikan
kepada pihak  yang berperkara apakah akan membuat kesepakatan-
kesepakatan diluar putusan hakim, namun kesepakatan yang telah dibuat
diluar putusan hakim itu masih belum ada proses pemindahan hak dari

Penggugat kepada Tergugat.

45
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3. Upaya hukum yang dapat dilakukan oleh pihak yang tidak menerima isi

putusan adalah upaya hukum untuk melawan putusan, yaitu: a). Upaya hukum
biasa yang terdiri dari verstek, banding dan kasasi; b). Upaya hukum luar biasa
terdiri dari derden verzet dan request civiel (peninjauan kembali).

Setiap upaya hukum yang dilakukan itu mempunyai alasan-alasan tersendiri
dalam pengajuannya dan dilakukan dalam tenggang waktu yang telah
ditentukan. Dalam kasus ini meskipun pihak Penggugat merasa keberatan
dengan putusan Hakim ia tidak melakukan upaya hukum. Upaya yang
dilakukan adalah membuat kesepakatan pada saat putusan Hakim itu akan
dilaksanakan.

4.2. Saran

1.

Melihat dari kewenangan Pengadilan Agama yang bersifat absolut hendaknya
membuat keputusan yang benar dan memenuhi rasa keadilan. Meskipun
dalam keputusannya hakim tidak menyalahi aturan kewenangannya tetapi ia
harus melihat suatu kasus dengan teliti. Oleh karena itu sebaiknya hakim
dalam memberikan putusan itu lebih berhati-hati agar putusannya tersebut
dapat dijadikan pedoman hukum yang benar.

Kekuatan mengikat putusan itu hendaknya dapat mengikat semua pihak yang
terkait. Dan kesepakatan yang telah dibuat oleh Penggugat dan Tergugat itu
hendaknya segera diproses pemindahan haknya dengan dibuatkan sertipikat
hak milik agar dikemudian hari tidak terjadi penuntutan hak dari ahli waris
Tergugat.

Upaya-upaya hukum yang diberlakukan untuk melawan suatu putusan itu
hendaknya tidak melalui proses yang berbelit-belit. Pihak Pengadilan harus
lebih bersikap terbuka dalam setiap proses dan mampu memberi pertanggung
jawaban atau semua perbuatan yang dilakukan dengan penjelasan yang
sebanyak-banyaknya sehingga setiap pihak akan merasa puas dengan putusan
yang akan dijatuhkan dan dapat menjalankan putusan itu dengan penuh
tanggung jawab.
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NOMOR 1884/vdt.n/2003/pa . 31
TANGGAL 8 Janusri 2004
NAMA = Aami als.n,.1.ipwi (rPenzguest)
= Juman sals. H.Nur gesyim (Tergucat)
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PUTUS AN
Nomor: 1884/Pdt.G/2003/PA.Jr
RISMILLAHTRRAHMANTRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama di Jember yang mengadili perkara
pardata dalam tingkat pertama dalam persidangan Majelis
telah menjatuhkan putusan atas perkara gugat waris vang
berbunyi sebagai berikut dalam perkara antara :=——-—e—e——-

ASMI alias B.LIPWI BINTI P.MARHAWI SAMIDIN,
umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani,
terakhir bertempat tinggal di- Karangkabuh,
Desa Sumberlesung, Kecamatan . Lédnkombo,
Kabupaten Jember; Dalam hal ini diwakili oleh
Kuasanya Sutrisno p. Sudi, sebagaiamana surat
kuasa khusus tertanggal 4 September 2003,
Sebagai Penggugat
MELAWAN
JUMAN alias H.NUR HASYIM Bin P.MARHAWI
SAMIDIN, umur S0 tahun, agama Islam, peker-
Jaan Tani, terakhir bertempat tinggal
di Dusun Padasan, Desa Sumbarbul us, Keca-
matan Ledokombo, Kabupaten Jember: Sabagai

Tergugat ;:

Pangadilan agama tersebut ;-=-—-ae--

Setelah. membaca surat=-surat perk

- e e R

Setelah mendengar keterangan Penggugat serta saksi-saksi

di PEFSTAANGAN § == = o e e e

e P b Gt e e o ke e e i e

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Fenggugat dalam surat gugatannya

tertanggal 08 Desember 2003 yang didaftar di Kepaniteraan
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Pengadilan Agama Jembe r dalam register nomor

1ﬁﬂ4/PdL.G/?003/PA.Jr. kemudian dilengkapi keterangan-

kmtﬁrangdnnya didepan sidang pada pokokny; mendalilkan

sebagai berikuyt

= BRahwa dalunog di Dasa Sumberbulus, Kecamatan Ledokombao,
Kabupatean Jember telah hidup pasangan suami isteri
antara P.Marhawi Samidin dengan B. Juwani yang sekarang
sudah meninggal dunia;, p. Marhawi Samidin meninggal
dunia sekitar tahun 1970 dan B. Juwani meninggal tahun
1965, pasangan suami isteri ity telah dikaruniai dua
orang anak yaituy
= Marhawi, yang umur 3 tahun sudah meninggal dunia

lebih duly dari orang tuanya ;
- Asmi Ru lipawi, masih hidup ¢an dalam hal ini sebagai
FPenggugat 3

- Bahwa setelah B.Juwani meninggal dunia, p. Marhawi
Samiduin menikah lagi dengan Seorang perempuan nama
Buna yang juga pada sekitar tahun 1980 telah meninggal
dunia, Pasangan suami istri i 21 dikaruniai satu orang
anak nama : Juman alias H. Nur Hasyim, yang dalam hal
ini sebagai pihak tergugat

- Bahwa dengan demikian ahli waris dari pasangan suami
istri p. Marhawi Samidin dengan B.Juwani hanyalah Asmi
Bu Lipawi, sedang anli waris dari Pasangan suami istri
P. Marhawi Samidin dengan Buna, hanyalah Juman alias
H.Nur Hasyim, atauy ahli waris dari P. Marhawi Samidin
adalah asmi Bu. Lipawi (penggugat) dan Juman alais
H.Nur Hasyim (targugat), sedang ahli uaris dari Bg.
Juwani hanyalah Panggugat saja:

= Bahwa semasa hidupnya Pasangan suami isteri almarhum p.

Marhawi Samidin dengan B.Juwani s@lain meninggalkan
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satu orang anak vaitu penggugat, juga telah meninggal -

kan harta benda yang merupakan harta gono-gini antara

F

Marhawi Samidin dengan B.Juwani barupa tanah sawah

dan tanah darat yakni :

Sebidang tanah sawah yang terletak di Desa Sumberle-
sung, Kecamatan Ledokombo, Kabupaten Jember, seluas
* 3300 M2, persi) 51, S.1F petok C. No. 1644 atas

nama P.Marhawi Samidin, dangan batas-~batas

Utara : Tanah P.Madra’i asmo ;
Timur : Tanah G.Budji B.8atrami 7
Selatan : Tanah P.Saidjap Asam :
Barat : Tanah B.Misjati Misna:

Tanah sawah tersebut sekarang setelah p. Marhawi
Bamidin meninggal dunia dikuasai oleh Penggugat dan
selanjutnya mohon disebut sebagal Tanah Sengketa T

Sebidang tanah darat yang terletak di Desa Sumberle-
sung, Kecamatan Ledokombo, Kabupaten Jember, seluas
t 1.340 M2, persil 36, D.II petok C. No. 1433 atas

nama F.Marhawi Samidin, dengan batas-batas -

Utara : Tanah P.Suyang Saridin;
Timur : Tanah G.Simon B.Mastinja;
Selatan : Tanah G.Siman B.Mistija;
Barat : Tanah B. Sainap Sunarmi :

Tanah darat tersebut sekarang setelah P. Marhawi
Samidin meninggal dunia dikuasai oleh Penggugat dan
salahjutnya mohon disebut sebagai Tanah Sengketa II;
Sebidang tanah sawah yang terletak di Desa Sumberle-
sung, Kecamatan Ledokombo, Kabupaten Jember, seluas
T 530 M2, persil &1l; S8.I1 patok €. No. 1685 atas

nama P.Marhawi Samidin, dengan batas~-batas -

Utara : Tanah B.Mahria g
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4
Timur : Tanah G.Buser P_Misnadin dan P.Sarahna
Sadran:
Selatan : Tanah M. Herto Hadi:
Barat : Sungai :

Tanah sawah tersebut sekarang setelah p. Marhawi
Samidin meninggal dunia dikuasai oleh Tergugat dan
selanjutnya mohon disebut sebagal Tanah Sengketa
52§

4. Sebidang tanah darat yang terletak di Desa Ledokom-
bo, Kecamatan Ladokambo, Kabupaten Jember, seluas +
15.730 M2, persil 123 F.No.748, D.IV atas nama
P.Marhawi Samidin, dengan batas-batkas :

Utara : Tanah Gd.Gawi?Muselat,P.Sumar/Sadin

dan. B, Tawi/Jasman:

Timur : Jalan Desa
Salatan : Jalan PUD;
Barat : Tanah Sumari/Holidin:

Tanah darat tersebut tanah sengketa TV sakarang
satelah P. Marhawi Samidin meninggal dunia dikuasai
nleh Tergugat dan oleh Tergugat dijual kepada 4
Orang yakni -

1. Kepada Hendrn Anyom Sucipto seluas 9.470 M2 :

2. Kepada Tswati Bsc, seluas 2.050 M2
3. Kepada I=wati Bsc, seluas 1000 M2

4. Kepada Tswati Bsc, seluas 7.700 M2 ;
Bahwa oleh karena tanah sengketa IV diatas telah dijual
kepada orang lain oleh tergugat, maka penggugat mohon
diganti dengan tanah milik tergugat pribadi diluar
harta peninggalan diatas yakni :

Sebidang tanah sawah vyang terletak di Dpesa Sumberle-

SUNg, Kecamatan Ledokombo, Kabupaten Jember, seluas =+
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% L“.::\ i sap M2. Ho.EPPT (NOP) i 35.09.230.003.000-2593.%
{é' E??l ﬁL tahun 2003 nama Wajib pajak P. Asin Djuman, petok
\: %S%;J{ iJ ¢ 2595, persil 222 dengan batas-batas :

?i.} ﬁi_’})’ .:"‘ /' Utara . @nk-sok;
miﬁﬁﬁzﬁ%/ Timur : Rel Kereta Api;
Selatan : Pekarangan ;
Barat . Tanah $.H.Sidig ;

Untuk selanjutnya mohon disebut sebaga Pengganti Tanah
Sengketa TV;

- Bahwa dari harta peninggalan gono-gini suami jetri
P.Marhawi Samidin dengan 8.Juwani diatas semestinya
harus dibagi dua yakni separoh dari harta itu untuk
Pp_Marhawi Samidin dan z@paroh lainnya untuk B.Juwani,
oleh karena ahli waris dari P.Marhawi Samidin adalah
penggugat dan tergugat maka bagian dari P. Marhawi
haruslah dibagi waris antara penggugat dan tergugat,
sadang ahli waris dari g8.Juwani hanyalah penggugat
saja, maka bagian gono-gini B.Juwani yakni separoh dari
harta gono-gini diatas yang merupakan harta peningga-
lannya akan jatuh pada penggugat sendiri, sedang tergu-
gal bukan ahli waris dari B. Juwani ;

- Rahwa tanah sawah (sengketa I11I) dan tanah darat
(sengketa IV) yang telah dikuasai oleh tergugat dan
bahkan tanah sengketa IV yang telah dijuéf oleh tergu-
gat adalah melebihi dari bagian tergugat yang hanya

mewaris dari harta peninggalan p.Marhawi Samidin, oleh

karena itu sangatlah wajar kalau tergugat harus meng-
ganti tanah yang dijual itu dengan tanah milik te
sandiri ; .

- gahwa oleh karena tanah-tanah diatas maf§p§~

paninggalan dari P. Makﬁgwi' samidin dengan
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balum pernah dibagi gono=gininya dan belum pernah
dibagi waris kepada ahli warisnya, maka dengan demikian
Lanah-tan4h taersebut diatas hadrus dikembalikan dalam
kaadaan semulszs, untuk gselanjutnya dibagi dua separoh
untuk P.Marhawi Samidin dan separoh lainnya untuk
B.Juwani dan untuk selanjutnya dibagi waris yakni

bagian dari P.Marhawi Samidin dibagi kepada Pneggugat

dan tergugat sedang separoh lainnnya bagian dari

B.Juwani merupakan bagain waris tunggal pada penggugat ;

Bahwa karena tanah sengketa 7Tv yang berupa sebidang

tanah darat tersebut pada No.4 dijual oleh Largugat

Fanpa persetujuan penggugat, maka dengan demikian

proses  peralihan tanah Larsebut diatas adalah cacat

hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum, namun demi-

kian penggugal. tidak akan menuntut  tanah yang sudah

dijual olah Lergugat namun sabagai gant inya Lergugat
haruslah menyerahkan tanah sawah milik-terguagt sendirj
separti terurai diatas 2

Bahwa demi untuk menjamin kKaselamatan warisan harta

peninggal an tersebut diatas karena dikhawabirkan tergu-

dat akan menjual atas memindahbangankan tanah sengketa

TTIT dan pengganti  kanah sengketa TV tersebut kepada

orang lain, maka dangan ini Penggugat mohon kepada

Fengadilan Agama Jember untuk meletakkan sita Jaminan

(consarvatoir beslaq) atas tanah sengketa 1711 dan

pangganti tanah sengketa Tv diatas ;

bahwa olal karena tergugat telah menguasai dan menikma-

Ei  Lanah sengketa ITI dan Ty melebihi bagiannya dalam

wakbu yang cukup lama dan bertentangan dengan hukum

maka berdasarkan Azas kepatutan mohon yang terhormat

bapak Ketua Pengadilan Agama Jember dapat menjatuhkan
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pPutusan yang dapat. dilaksanakan lebih dahuly (uit

voerbaar gij Vooraad) walaupun dari pihak tergugat ada

Upaya hulkmy banding maupun kasasi -

Rardasarkan hal-hal yang penggugat Uraikan tersebut

diatas, maka mohon agar yang terhormat bapak ketua

ﬂmngﬂdﬁ}an Adama Jambear memanggil para pihak yang

barperkara untuk salanjutnya memeriksa dan mengadili

sarts menjatuhkan PUtusan yang amarnya sebagai berikut:

Primair

L. Mengabulkan gugatan penggﬁgat unkbuk seluruhnya b

2. Menyatakan sah dan berharga sita Jaminan bila telah
diletakkan oleh Pengadilanl;

> Manatapkan bahwa Pheggugat dan targugat.adalah ahli
waris darij lamarhum P.Marhawi Samidin

4. Mene tapkan bahwa Penggugat adalah ahli waris dari

almarhumah B. Juwani g
LT Manyatakan bahwa Eanah sengketa I,TT danp ITI serta
tanah sengketa IV (telahn dijual olehk tergugat)
adalah harta gono-gini P.Marhawi Samidin dengan

B.Juwani yang belum dibagi dan dibagi Waris:

6. Menyatakan bahwa proses pemindatanganan atas tanah

sengketa 1v diatas Yang berupa jual beli kepada

Hendro Anom Sucipto dan Iswati Bge adalah tidak sah;

7. Menyatakan bahwa tanah milik tergugat diatas merupa-

kan Pengganti  tapah sengketa 1y yang telah dijual

oleh Lergugat

8. Menatapkan bagian gono-gini dari almarhum P.Marhawi

Samidin dan dari almarhumah B. Juwani

9. Menetapkan bagian masing~masing ahli waris dari

almarhumah P. marhawi Samidin yakni pPenggugat dan

tergugat y
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10.Menetapkan bagian gono-gini dapri almarhumah g.

Jumwani Mmeruapakn hak waris dari penggugat

4
|

-Q) 11 . Menghukum Pengaugat dan tergugat atay siapa saja
f

Yyang mendapat hak dari padanya untik segera mengo-

songkan tanah sengketa dari segala miliknya dan

unkuk selanjutnya dibagi menurut  ketentuap hukum

Islam kepada ahli Warisnya sebagaiamana petitum

diatas dalam keadaan kosong dan baik tanpa sarat

apapun dan apabila bagian Penggugat terdapat kekup-

angan maka pengganti tanah sengketa IV harus diser-

ahkan kepada penggugat ;

12 . Menyatakan putusan ini dapat dilaksanaklan lebih

dahulu (Uit Voarbaar Bij Vooraat) meskipun ada upaya

ik um banding haupun  kasasi dari para tergugat -
13 . Manghukum tergugat untuk membaya biaya yang‘timbul

dalam perkara REYd

Subsidair

ALau  mohon PULUSAN  yang seadil~adilnya berdasarkan

keadilan dan kebenaran g

Manimbang, bahwa pada hari~hari sidang yang telah

ditetapkan Tergugat tidak Pernah hadipr dipersidangan
walaupun kepadanya telah dilakukan pemanggilan secara
resmi dan pg

tut sebagaimans ternyata dalam Berita Acara

Pemanggilan (relaas) tertanggal 20 Oktober 2003 agar

Tergugat hadir dipersidangan hari Senin, tanggal 27

Oktober 2003 kemudian diulang sebagaimana Berita Acara

Pemanggi]an (relaas) tertanggal S Nopember

Tergugat hadj, dj rpersidangan

2003 agar

tanggal 10 Nopembe - 2003

dapy Farakhi e Tregugat telah dipanggil lagi sebagaimana

Barita acara Pemanggilan (relaas) tertanggal 2 Jnauari

2004  agar Tergugat hadir dipersidangan

hari inj Kamis
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tanggal g Januari 2004 , ternyata Tergugat tidak hadipr
dan tidak

pula menyuruh orang lain sebagai wakilnya dan
Lidalk ternyats ketidakhadiran Tergugat disebabkan oleh
Sesuaty halangan Yang sah

Mmhimbang, bahwa Penggugat sananti
1

sidangan dan Letap bertagih

as4 hadip diper-

Pada gugatan aquo  dan pada

kdhirnya Penggugat, mohon Putusan

animbany, bahwa untyk henparsingkat Uraian dalam
PuULusAR Sy g maka samua Berita Acara Persidangan yang
| MeNCGa Lat, jalannya pemeriksaan atas parkara ini dan semua
sUrat-suprast Yang berkaitan dengannya dinyvatakan pula

sebagai cluduk Perkara dan merupakan bagian yang tidalk
|

Lerpisal dari putusan ini
|

TENTANG HUKUMNYA

Manimhang, bahwa gugatan Penggugat: telah memenuhi
‘ unsur jelas serty merupakan kewanangan Pengadilan Agama ,
maka Karenanya Patut diterima untulk diperiksg s
Mahimhang, bahwa kepada Tergugat Yang telah di-
Panggil patyt akan tetapi tidak hadir, maka berdasarkan
Pasal 125 HiR, Pengadilan dapat membearikan pPutusan
s@cara Verstek, dan ketidakhadiran Tergugat Perlu dinya-
takan dalam dik tum putusan

Mﬂhimhﬂhg, bahwa pasal

125 ayag (1) HIR secara

eksplisit menentukan bahwa Unsur-unsypr Yang haruys dipeny-
hi untuk djkabulkannya'gugatan Semata-maty karena keti-
dakhadiran Tergugat Yang telah

dipanggil dengan patut
sebut beralaqan

adalah gugatan ter

dan tidak melawan
hukum/hak, oleh karena itu Pengadilan perlu menilai satuy

nggugat yang beralasan hukum serta

Persaty dugatan pe

Eiddale melawan hak .

Menimhang, bahwa Sebagaimana SeCara implisit
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didalilkan oleh Penggugat bahwa Pengugat dan Tregugat
Adalah anak kandung dari Pewaris (P.Marhawi Samidin) dari
Ihu yang berbeda (lain Ibu) oleh karena 1Eu, gugatan
bPenggugat agar Penggugat dan terguagt linyatakan sebagai
ahliwarisnya (petitum No.3) dapat dikal ulkan (vide pasal
174 ayat (1) huruf a Kompilasi Hukum Islam) ;

Menimbang, bahwa sebagaimana Secara implisit
didalikan oleh Penggugat bahwa Penggugat adalah anak
kandung . Juwani vang telah meninggal tahun 1965, dengan
%uaminyalP.Marhawi Samidin, oleh kKarana itu, gugatan
Pénggugat agar penggugat‘dinyatakan sebagai ahli.warus
dari R Juwani (Petitum Noe.4) patut dikabulkan ;5 (vide
Pasal 174 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam ¥

Manimbang, bahwa sebagaimana SeCara implisit
didalilkan oleh Penggugat bahwa objak sengketa I, TE ST
dan TV semula adalah meruvakan harta bersama antara
Pewarisg dengan iby penggugat yang bernama B.Juwani yang
maninggal Lahun 1965, sepeninggal B.Juwani, objek sengke~
ta tersebur belum dibagi Secara hukum antara Pewaris
(P.Marhawi Samidin) disatu pihak sebagai hak pembagian
harta bearsama (gonn-gini) dengan pPeninggalan alamrhum
B.Juwani doi pihak lain sebagaij harta peningga?annya/
wWarisannya 7

Menimbang, bahwa pasa) 96 Kompilasi Hukum Islam
ayvat (1) ditentukan bahwa " apabila terjadi cerai mati,
maka separuh harta bersama menjadi hak Pasangan yang
hidup lebih lama. " maka berdasarkan itu Majelis berpen-
dapat bahwa objek sengketa patut dinyatakan separuh atay
3/6 bagian adalah merupakan harta peninggalan B.Juwani
yang menjadi hak Penggugat sebagai ahliwaris satu-satunya

yang masih hidup, sedangkan Yang separuyf bagian atay 3/6
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\ Bagaian adalah merupakan paninggalan P. Marhawi Samidin
|

=) ‘(;- Z R kepada para ahli warisnya yaitu Panggugat dan Tergugat

dan berdasarkan Al-0or’an Surat An Nisa’ ayat. 10 ditentu-
kan bagian wanita adalah separuh bagian laki-laki, muaka
b dasarkan hukum A1 Qur “an terasebut Majelis menetapkan
| belmwa  bagian penggugat adalah 1/6 dan bagian tergugat

adalah /¢ dari objek sengketa ( Yang merupakan baaian

|
| peninggalan P Maichawi Samidin)
'\

Menimbang, bahwa sebagaimana secara impl Lsit

didalilkan nleh penggugat  bahwa objek sengketa TV telah
dijual oleh Lergugal kepada orang lain (empat orang)

maka oleh Karepa iluy Majelis berpendapat bahwa gugatan

penggugat. agar objek sengkata TV dinyatakan csehagail harta

‘ warie Lidak dapat oy terima, karana  mar upalkan sl ba

. _ milik, yang bacarbi meanjadi kawenangan dalam  11ngkungan

pead adi Lan vmum (vide pasal S0 Undang-undang No. 7 Tahun

1989 )

Menimbang, bahwa gugatan penggugat petibum & agar

frases pemindatanganan akas  tanah sanghketa [V kepada

i Hervro Anyom  dan Iswati Bsc adalah tidak sah, Majelis

berpmndapat. bahwa gugatan tersebut tidak dapat iterima

karens bukan manjadi kewanangan Peangadilan Agama

»

Menimnbang, bahwa gugatan penggugat. tentang afg@, 3
Pengadilan menyatakan bahwa tanah milik Targugat (sebagai
e

Lersebut. dalam posita sebagai pengganti  tanah =eng

IV} terlelak di Desa Sumberbulus, Yecamatan Ledn

dan  welerosnya) ;3 Majelis bar pandapat gugatan e

kan boedel waris, terlebih dari itu, Jlkalaﬂ;
baliwa  tergugat menjual boedel waris tanpa

Funlbuban yang tepat adalah agar tergugat m
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mengganti barta boedal waris yang dijual "

Bahwa berdasarkan pertimbangan~pertimbangan terse-
but diatas, maka petitum gugatan penggugat Nomor 8.9 dan
10, agar Pengadilan menetapkan bagian gono=-gini dan waris
Yyang menjadi hak masing-masing Penggugat dan Targugat
dapat dikabulkan sesual dengan hukum ; (vide pasal 49
ayat (3) Unddng—undangANDmor 7 Tahun 1989 Jo. pasal 9&
Kompilasi Hukum I=slam;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan penggugat agar
Pengadilan menghukum kepada siapa saja diluar pihak-pihak
yang menguasai barang objek sengketa kepada penagugat dan
Tergugat tidak dapat diterima dengan alasan bahwa pihak-
pihak diluar penggugat dan tergugat aquo . tidak parnah
menjadi pihak dalam sengketa ini

Menimbang, bahwa sebagaimana secara implisit
didalilkan oleh Penggugat bahwa penggugat dan tergugat
masing~masing telah menguasai tanah objek sengketa, maka
oleh karena itu Kepada penggugat dan tergugat patut
dihukum untuk menyerahkan objak sengketa yang dikuasai
kepada pihak lawannya sesuai dengan bagiannya menurut
Rk um

Menimbang, bahwa Pengadilan Agama telah melaksana-
kan penyitaan Jaminan (conservatoir beslaag) atas objek
sengketa ITT sabagimana tertuang dal.um Berita Acara
Penyitaan Jaminan tanggal 24 Septenber 2003 Nomar
:1884/Pdt.G/?003/Pﬁ.Jr, oleh karenya penyitaan atas objek
sengketa tersebyt terkait erat dengan pelaksanaan putusan
ini, maka penyitaan tersebut patut dinyatakan sah dan
berharga

Menimbang, bahwa terhadap permohonan penggugat

agar putusan ini dapat dilaksanakan lebih dahulu/serta
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merta (U voerbaay Bij Vooraﬂr)(posita 12), oleh karena
Permohonan inj Lidalk memenuhi yang disyaratkan oleh pasal
1RO HIR, mabea Majealis bmrpendanat bahwa permohonan jinj
PALUE di kol ak

Menimhang, bahwa dalam persidangan Penaggugat, telah
nengajukan alat bukti berupa SBorang saksi dan surat-
Surat yvang kemudian diberi tanda Pl dan seterusnya, oleh
Peradilan ing didasarkan pada ketidakhadiran tergugat
(varstek) maka bukti-bukti dan saksi tersebut tidak perly
dipmrtimbangkan dalam Putusan ini

Menimbang. bahwa oleh karena Penggugat dan tergu-
gat masing~masing memperoleh bagian atas objek sengketa,
terlehin lagi antara keduanya adalah bersaudara yang
mempunyaq hubungan sedarah dalam katurunan lurus, maka
Majelis bernendapat bahwa layak dan patut bila biayva
Parkara inij dibebankan kepada Penggugat dan tergugat
SeCAra tanggung renteng (vide pasal 18; avat: (1) Him

Mengingat, Semua ketentuan perundang—undangan yang
berlaku dan hukum syara’ yang berkaitan dengan perkara
ini; :

MENGAD] LI
1 Menyatakan, bahwa Tergugat yang telah dipanggil
Secara patut, tidak hadir;

Z5 Mengabul kan gugatan Penggugat untuk sebagian dengan

varstek :

(s

Menatapkan sebagai hukum bahwa Penggugat (ASMI
aliag B.LIpaWT binti MARHAWT SAMIDIN) dan Tergugat
(TuMaN alias H.NUR HASYIM) adalah ahli waris dari
almarhinm P.Marhawi Samidin;

4. Menetapkan sebagai hukum bahwa tanal, sengketa 1,171

dan TIT adalah harta gono-gini sekaligus sebagai
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harta tirkah dari almarhum P.Marhawi Samidin dengan
almarhumah B.Juwani yang belum dibagi waris;
Menetapkan sebagai hukum bahwa Almarhum P.Marhawi
Samidin dan almarhumah B.Juwani, masing-masing
memperoleh 1/2 (setengah) bagian atas tanah sengkata
I,II dan III sebagai bagian gono-gini ;-

Menatapkan sebagai hulkum  bahwa Penggugat adalah

ahli waris dari almarhumah B.Juwani ;-

Menatapkan sebagai hukum bahwa harta gono-gini
bagian almarhumah B.Juwani adalah sabagai harta
tirkahnya menjadi hak dari ahli warisnya, yakni

Penggugat yaitu sebesar 3/6 dari obyek sengekta R

dan III:

Menetapkan sebagai hukum bahwa Penagugat dan

Tergugat masing-masing memperoleh bagian 1:2 atas

harta-harta/harta tirkah bagian almarhum P.Marhawi

Samidin yaity:

- Untuk Penggugat sebasar 1/6 bagian dari obyak
sengketa I, TI dan ITE;

< ryEii Tergugat sebesar 2/é6 bagian dari obyeak
sengketa I,II dan 3 B

Menghukum Penggugat untuk menyerahkan tanah sengketa

yang berada dalam pPenguasaannya (tanah sengketa I dan

tanah sengketa II1) Kkepada Tergugat sesuai bagian

Tergugat ¥

1O . Menghukum Tergugat untuk menyerahkan tanah sengketa

yang berada dalam penguasaannya (tanah sengketa

II1) kepada Penggugat sesuai bagian Penggugat ;

ll.Menyatakanlsah dan berharga sita Jaminan atas

tanah sengketa IT71 yang telah dilaksanakan sebagaimana

barita acara penyitaan tanggal 24 September 2003
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Nomor : 1884/Pdt.G/2003/Dﬁ.Jr;
-Menyatakan gugatan Penggugat untuk selebihnya ditolak

dan tidak dapat diterima;

S.Menghukum Penggugat dan Tergugat secara tanggung
renteng untuk membayar biaya perkara ini yang hingga
Kini dihitung sebesar Rp.482.000, - (Empat ratus

delapan puluh dua ribu rupiah);

Demikianlah putusan ini dijatuhkan pada hari
Kamis, tanggal 08 Januari 2004 Masehi bertepatan dengan
tanggal l6 Dzulgoe’dah 1424 Hijriyah, olehAkami
Drs.H_ABD. SALAM, SH,MH. sebagai Hakim Ketua serta Drs.
ARFAN MUHAMMAD , SH, MH. dan SULHAN, SH, MH. masing-
masing sebagai Hakim Anggota; putusan mana pada hari 1ituy
Juga diucapkan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk
umum oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh M.
WIYANTO, SH. sebagali Panitera Pengganti serta dibadiri

oleh Penggugat dan tanpa hadi rnya tergugat

-
»

HAKIM ANGGOTA - HAKIM KETUA :
Ltd, ttd
Dr=. ARFAN MUHAMMAD, SH,MH. Drs. H.ABD. SALAM, SH, MH.
ttd,
SULHAN, SH, MH. PANITERA PENGGANTI -
ttd,

M. WIYANTO, SH.
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Rincian Biaya Perkara:

1. Administrasi Rp. 50.000,~

2. A.P.P, Rp. 26.000, -

3. Panggilan Rp. 110.000, -

4. Materai Rp. &5.000,~

5. 8ita Jaminan Rp. 290.000.-
4+ ARIE!

Jumlah Rp. 482.000,~

Salinan ini sesuai dengan aslinya
diberikan pada Tergugat tanggal 18 Maret 2005
sebanyak 1 Eksemplar, atas permintaannya

Paniter

< A METERAI
5&,,;1}? TEMPEL
A

RUPAH
MUH. IBRAHIM, SH.
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Tanggal Penetapan

Tanggal Pelaksanaan

Pelaksana

f.okasi

PP Nomor

Penagougat

Tergugat

Jenis Perkara

SI'TA JAMINAN

- 1R84/Pdt.G/2002/PA It
. SUTRISNO P.SUDI Kuasa dagi
P MARHAWT SAMTDIN
- JUMAN Alias H. NUR HASYIM:

Bin P. MARHAWI SAMIDIN

: Gugat Waris

=

= b im

e T T T e
f - E

I8 September 2003

24 Scptember 2603

- DIAN BAIITIAR, SII.

- Desa Sumberlesung

Kecamatan I edaokombo
Kabupaten Jember

ASMI/ B. LIPAWI Binti

T T e e

~. - ——— e e
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BERITA ACARA PENYTITAAN JAMINAN ~
Nomor 1884/ Pdt.G/2003/ PAJr.

Pada hari ini : Rabu, tanggal 24 September 2003, Saya : DIAN
BAHTIAR,SH Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Jember , bertempat tinggal di
Dusun Karungsuku, Desa legalrejo, Kecamatan Mayang, Kabupaten Jember,
mewakili Panitera/Jurusita Pengadilan Agama Jember, berdasarkan surat penunjukan
tanggal 19 September 2003 dan juga atas perintah Ketua Majelis Hakim Pengadilan
Agama Jember dalam Penetapan tanggal 18 September 2003 Nomor

1884/Pdt.G/2003/F A.Jr, dalam perkara antara :

ASMI Alias B. LIPAWI binti P. MARHAWI SAMIDIN, Pekerjaan Tani, bertempat

tinggal di Karangkcbun, Desa Sumberlesung,
Kecamalan Ledokombo, Kabupaten Jember,
Dalam hal ini selanjutmya dikuasakan kepada
SUTRISNO P. SUDIL Pekerjaan Tani, alamat
Desa Sumberlesung, Kecamatan Tedokombo,
Kabupaten Jember '
Selanjutnya sebagai : PENCCUGAT ..............

L AWAN

JUMAN Alias 1. NURIIASYIM bin P. MARIIAWI SAMIDIN, Pekerjaan Tani,

bertempat tinggal di Dusun Padasan, Desa
Sumberbulus, Kecamatan Ledokombo,

Kabupaten Jember

Tergugal alau bdl’dn}, yang menjadi obyek sengkela perkara It:rwbul yang lebih _]clas
diuraikan dalam berita acara sidang, maka saya dengan disertai dua orang saksi yang
sah, yang saya kenal dan telah dewasa serta dapat dipercaya yaitu :

1. SUGENG HARTYADI, SH. Pekerjaan Pegawai pada Pengadilan Agama Jember,

tempat tinggal di J1. Kawi No.33 Jember.

2. ARMAWIZP,JU, Fekerjsan Kasun Kerangkebun Desa Sumber -
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felahe datane dacmpad etaknna barane vane akan disita dan disana sava hertemu serta

berhicara denoan -

i

& -~ - -——,

7

2« RAIMAT, sebsrai onek Terguget:;

e sy R oIt -« v ak

SO oNOoROAnNSOEISERREES SRS

setelaly kepadanya dibenitahukan rentang maksud kedatangan sava dengan

memperhabhan sural penctapan tersebut duatas, yaitu untuk melakukan Penyvitaan

i atas barang vane memadi obvek perkaranya untuk  jaminan  gugatan

Penganval tersebul mmaha sava dengan disasiban oleh hedua orang saksi erscbul

melakukan penyitean jaminan aas barang tidak bergerak yang menjadi obyck

wigheta dalam perhara tersebut vanu

oseindang foab sawali vane terietak di Desy Sumberlesung, Kecamatan Ledokombo,

143
mpaten fembwer, cofuac oS30 N[ Persil Noo3ll S Petok C.Nt_:.#%%ja a3

bl

AL

nama P MARFEACWT SAMIDEY. dengan batas-batasnya :

{8 BT Vamials T3 Nabeia,

Py tarvah oo Paser BN Hepadin dan P Sarshna Sadran:
Setaian potanah ML Meno Haditen | a4 s

Pt e,

Sebagar penyvanpan barang teesebor diatas telah ditunjuk pihak Tergugat
sending dengan dibentahukan Lepadanva babwa sebelum ada putusan lebih lanjut
mengendi penvitaan i maha barane vang telah disita ttu tidak boleh dipindahkan

stan dihifanghan dars tanganny g sepetti dengan jalan penjualan dan sebagainva

repada o SUATARDE <olabn Kepala Desa Sumberlesung, Kecamatan
Fedokombo, Kabupaten Jember, wlah sava beritabukan mengenai Penyitaan Jaminan

barang vanye ada dewilavahnya torschut dengan maksud supava hal itu diumumbkan

dhidernpal 1 s-'hinv_\{.l dapal diketohor oleb orane, lmnl\‘ll\‘

Sctannny s miuk memenuhi perintahy tersebol dalam sural penelapan tadi,
v el memanoegil mhob Porgeneat melalal Koansanya dan juga pthak Tergugat
supava mereka datane menchadap dimweha sidong Pengadilan Agama Jember  di JL

sutnaatera WA pada
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mart: SENIN T anggal: 13 Cktober2003 Jam 09.00 WIB

dengan membawa saksi-saksi vang akan didengar dan atay surat-surat vang akan
diajukan scbagai bukti dalam perkara terscbut diatas, juga telah diserahkan kepada
pihak Tergugat masing-masing sat exemplar salinan gugatan (surat gugatan) vang
telah diajukan oleh Penggugat melaluj K uasanya dengan diterangkan bahwa gugatan
iersebut oleh pihak Tergugat dapat dijawab secara lisan atau tertulis yang
ditandalaneani olehnya'toereha sendirg dau Kuasanya yang sah ser(a digjukan pada

waktu sidang tersebut.

Kemudian saya telah meninggalkan dan menyerahkan pula kepada pihak
Penggugat melalui Kuasanya dan Tergugat masing-masing sehelai / satu exemplar
sabinan Berita Acara Penvitaan JTaminan joi.

Demikian berita acary penyitaan jaminan ini dibuat yang ditanda tangani oleh
saya sebagai Jurusita Pengganti Yengadilan Agama Jember, saksi-saksi, Kepala Desa

Sumberlesung, pilak Kuasq Penggugat d““’-"f““"urm?' t1dak bersedia tonds

tenesesn,
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_ ARMAWI/P.JU

Nepala Desa Sumberlesung

SUMARDI

L NITHTS Do

Fercugat Penvimpan Barung
.

oy -

s
’ \(

SETVRISNG

JUNEAN Mias H.NUTR HASY IM
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’ENGADILAN AGAMA JEMBER

EKSEKUSI

iksanaan Putusan Pengadilin Agama Jember )

Penetapan 12 Pebruari 2005
Pelaksanaan : 26 Juli 2005
|
|
sana : MLWIYANTO, S.I1. "
i t Desa Sumiberlesung

Kecamatan Ledokombo
Kabupaten Jember

Nomor C1884/Pdt.G/2003/PA . Jr
1t : ASMI als B. LI?AWI binti
P MARHAWI] SAMIDIN

s JUMAN als. H. NUR HASYIM
Bin P. MARHAWI SAMIDIN

kara : Gugat Waris
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BERITA ACARA PELAKSANAAN PUTUSAN (EKSEKIUST)
Nomor : 1384/Pdt. G/2003/PA_Jr.

Pada hari ini : SELASA, tanggal 26 Juli 2005, saya : MUH IBRAHIM,
SH., Panitera/Jurusita Pengadilan Agama Jember, ditunjuk dan atas perintah
Ketua Pengadilan Agama tersebut dengan Penetapan tanggal 02 pebruari 2005
Nomor : 1884/Pdt G/2003/PA.Jr., dengan dibantu oleh saksi-saksi yang saya
kenal dan dapat dipercaya

1. M. WIYANTO, SH., Pekerjaan Karyawan Pengadilan Agama Jember,
bertempat tinggal di Jember;

2. MOCH. ASIR, SH, Pekerjsan Karyawan Pengadilan Agama Jember,
bertempat tinggal di Jember;

Telah datang di desa tempat tanah yang menjadi sengketa dalam perkara ini yaitu
di Desa Sumberlesung, Kecamatan Ledokombo, Kabupaten Jember, untuk
melaksanakan putusan Pengadilan Agama Jember tanggal 08 Januari 2004 Nomor

: 1884/Pdt. G/2003/PA.Jr., yang felag memperoleh kekuatan hukum tetap, dalam
perkara antara :

ASMI alias BLIPAWI binti P. MARHAWI SAMIDIN, umur 60 tahun,
Agama Islam, pekerjaan tani , bertempat
tinggal di dusun Karangkebun, Desa
Sumberlesung, Kecamatan Ledokombo,
Kabupaten  Jember, yang diwakili oleh
kuasanya nama  SUTRISNO P.SUDI;
Sebagai : Penggugat /Pemohon Eksekusi

Melawan:

JUMAN alias H. NUR HASYIM hin P. MARHAWI SAMIDIN, umur 50
tahun, Agama Islam, pekerjaan tani,
bertempat tinggal di dusun Padasan, Desa
Sumberbulus, Kecamatan Ledokombo,
Kabupaten Jember;,

Sebagai : Tergugat/Termohon Eksekusi.

Setelah kami tiba ditempat tersebut yaitu di Balai Desa Sumberlesung, Kecamatan
Ledokombo, Kabupaten, disana kami bertemu dan berbicara dengan :

1. SUTRISNO P.SUDI, sebagai kuasa Pemohon Eksekusi

2. JUMAN als.H. NUR HASYIM, schagai Termohon Eksekusi;

3. SUMARDI, selaku Kepala Desa Sumberlesung;

4. ARMAWI als. P.JU, selaku Kasua Karangkebun,Desa Sumberlesung
5. RAHMAD als.P.LILAH, selaku anak dari tergugat/termohon eksekusi;

Disana kami beritahukan maksud kedatangan kami itu ialah untuk melaksanakan
Putusan Pengadilan Agama Jember tanggal 08 Jamuari 2004 Nomor :
1884/Pdt.G/2003/PA Ir., yang telah mempunyai kekuatan hulum tetap seperti
tersebut diatas, sambil menunjukkan dan membacakan surat Penetapan dari Ketua
Pengadilan Agama Jember tersebut;



http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/

Kepada kedua helsh pihak dengan bantuan saksi dan perangkat desa, saya
beri kesempatan untuk berunding atau bermmsyawarah ternyata kedua belah pihak
sepakat untuk menyelesaikan secara damai dengan terlebih dahulu melihat lokasi
obyek sengketa tanah yakni tanah sengketa I, II dan III;

Karena kedua belah pihak sepakat untuk damai dilokas: obyek sengketa I, 1
dan IO, kemudian kami bersama-sama saksi-seksi dan Perangkat Desa
Sumberlesung yang hadir pada saat itu datang ke lokasi tanah sengketa I, IT dan
III, dan setelah sampai di lokasi tanah sengketa tersebut, kedua belah pihak serta
perangkat desa menunjukkan dan membenarkan tanah sengketa tersebut, lalu para
pihak sepakat mengadakan kesepakatan damai sebagaimana dibawah ini :

A. Bagian dari Penggugat tanah sengketa I dan I1 ;

1. Sebidang tansh sawsh yang terletak di Desa Sumberlesung, Kecamatan
Ledokombo, Kabupaten Jember, seluas + 3300 M2, persil 51, S.II, petok
C. No. 1646, atasnams ¥, Marhawi Samidin, dengan batas-batas :

Utara : tanah P.Mudra’i Asmo
Timur : tanah G. Budji B.Satrami
Selatan : tanah P.Saidjap Asam
Barat : tanah B. Misjati Misna

2. Sebidang tanah darat yang terletak di Desa Sumberlesung, Kecamatan
Ledokombo, Kabupaten Jember, seluas + 1340 M2, persil- 36 , D.II,
petok C. No. 1433, atesnama P. Marhawi Samidin, deugan batas-batas -

Utara : tanah P.Suyang Saridin
Timur : tanah G. Simon B.Mastinja
Selatan : tangh G. Siman B. Mistija
Barat : tanah B. Sainap Sunarmi

B. Bagian darf Tergugat tanah sengketa INT :
- Sebidang tanah sawsah yang terletek di Desa Sumberlesung, Kecamatan

Ledokombo, Kabupaten Jember, seluas + 530 M2, persil 311, S.II, petok
C. No. 1685, atasnama P. Marhawi Samidin, dengan batas-batas :

Utara : tanah B. Mahria

Timur : tanah G. Buser P.Misnadin dan P.Sarahna Sadran
Selatan : tanah M. Herto Hadi

Barat : Fungai

C. Sebagai konpensasi dari bagian penggugat tersebut, pihak penggugat akan
memberi kepada tergugat berupa uang sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta
rupiah) yang akan dibayar paling lambat akhir bulan Nopember 2005 dan
apabila pada akhir bulan Nopember 2005 penggugat tidak membayar uang
senilai tersebut, maka pihak perggugat akan menyerahkan dan memberi hak
kepada tergugat untuk menggorap dan menguasai tanah bagian penggugat
pada no.1 diatas (tanah sengketa I} seluas + 538 M2 yang diambil dari ukuran
barat ketimur;

Kemudian setelsh ada kesepakatan dari penggugat dan tergugat tersebut
diatas, lalu saya umumkan bahwa sejak hari ini : SELASA, tanggal 26 JULI 2005,
saya serabkan secara resmi tanah sengketa I dan I tersebut kepada pihak
Penggugat dan tansh sengketa I kepada tergugat selaku pihak yang berhak
sepenubmya, pula saya perintshkan kepada penggugat agar selambat-lambamya
akhir bulan Nopember 2005 menyerahkan uang sebesar Rp.5.000.000,-(lima juta
rupiah) kepada tergugat;


http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/

Saya umumkan pule bahwa sejak saat ini siapapun tanpa terlebih dahulu
mendapat ijin dari yang berhsk atas tanah sengketa tersebut sesuai hak bagian
masing-masing, dilarang memasuki, menguasai atau berbuat apa saja atas tanah
yang telah menjadi bagian dari penggugat maupun bagian dari tergugat, apabila
melanggar larangan tersebut mcrupaken suatu tindak pidana dan dapat dituntut
sesuai dengan ketentuan hukum/perundangan-undangan yang berlaku, kecuali
ketentuan pada huruf C diatas tidak ditepati maka tergugat diberi hak untuk
menggarap dan menguasai tanah no.1 dari bagian penggugat seluas 538 M2;
Kepada Kepala Desa Sumberlesung, saya minta bantuanmya agar tentang

pelaksanaan Putusan (cksekusi) tersebut diumumkan didesanya menurut tatacara
yang lazim berlaku didaerahnya agar dapat diketahui oleh orarg banyak;

Demikian Berita Acara ini dibuat dan ditandatangani oleh saya dan saksi-
gaksi, serta selanjutnya selembar dari Berita Acara ini diberikan kepada masing-
masing-masing pihal;

f-saksi : . Panitera/Jurusita,
— o N\

R HASYIM ) ( SUTRISNO als. P. SUDI )

Mengetahui
e l‘*'\Kptya Pengadilan Agama Jember,
i ’ﬁ\‘_“‘b L'.:I‘ ,\.
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PENGADILAN AGAMA JEMBER

JL. Sumatera No. 122 Telp. (0331) 335765
JEMBER

LAMPIRAN 5

SURAT KETERANGAN .
Nomor: PA.m/7/TL.00/ 1530 /2006

Menerangkan dengan sebenarnya bahwa seorang mahasiswa Fakultas

Hukum Universitas Negeri Jember:

N o i . DEWISRIASTUTI

NIM : 020710101212

Alamat : Dusun Krajan RT.1/01 Sumberjati, Silo - Jember
-Jurusan : llmu Hukum

Berdasarkan Surat dari Dekan Fakultas Hukum Universitas Negeri Jember
Nomor : 1621/J25.1.1/PP.9/2006 tanggal 26 April 20006 yang be rsangkutan
sndah melaksanakan Konsultasi/ Penelitian di Pengadilan Agama Jember
dalam permasalahan : _
“KEDUDUKAN ANAK KANDUNG DAN ANAK TIRI DALAM
PEMBAGIAN WARISAN MENURUT HUKUM WARIS ISLAM
(Studi Putusan Pengadilan Agama Jember Nowor: 1884/Pdt.G/2003/
PAJr)” :
Demrikian surat keterangan ini dibuat untuk dapatnya dipergunakan

sebagaimana mestinya.

/T" Nember, 12 Juni 2006
e
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